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hampir seluruh urusan pembangunan yang berhubungan dengan ekonomi, Urusan

pekerjaan umum, Perhubungan, Pariwisata, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal,

industri, perdagangan, Ketenagakerjaan dan Energi Sumberdaya mineral.

Sasaran Misi pertama adalah Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing

daerah, Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat yang berkeadilan,

Peningkatan Laju Investasi, Peningkatan pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM,

Peningkatan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diservikasi Komoditi

lainnya. Peningkatan Infrastruktur Daerah, Peningkatan Jalan Akses ke pusat-pusat

produksi, Terwujudnya Kemandirian D~sa dan Peningkatan Infrastruktur Desa.
I '

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rat~ pencapaian indikator Misi Satu sebagian
besar telah mencapai target, namun untuk Pertumbuhan Ekonomi dan IPM tidak

I

mencapai target karena perubahan metode perhitungan untuk kedua indikator
dimaksud, namun secara progresif mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
(2015) seperti pada Tabel di bawah ini. :

Tabe12.22
Evaluasi Capaian Misi Satu RPJMD Tahun 2016

Interpretasi

Target Capaian Target Capaian
blm tercapai

No Indikator 2015 2015 2016 2016 «)
sesuai(=)

melamnaui (»

1. Pertumbuhan Ekonomi % 7,7 - 8,1 6,23 7,8 - 8,3 652 <

2. IPM 72,76 . 73,26 6586 (2015) <

3. Laju infiasi provinsi (%) 4-7 4,30 4-7 1,30 >

4. PDRBper kapita AHB Uuta Rp) 11.709.103
25.183.152,21 12.509.103 27.654.340,21 >

5. Indeks Gini 0,38 0,32 0,36 0,30 >

6. Jumlah nilal investasi berska~~ 3,255 Trilyun
4,112 Trilyun 4.06~ 4.145 Trilyun

nasional PMDN dan PMA (RD. Trilvun
>

Peningkatan jumlah kunjungan 105.000 368.000 orang 111.000 370.000 orang
7. wisatawan di 8 obyek wisata >

unaaulan
orang orang

8. Peningkatan lama tinggal 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari =

9. Jumlah Panjang ruas jalan
provinsi yang dibangun dan yang 10 Km 9,97 Km 10 Km 18,52 Km >
ditinakatkan

10. Jumlah Panjang ruas jalan
Strategis provinsi yg dlbangun & 5 Km 10,12 Km 5 Km 16,54 Km >
vano ditiriakatkan

11. Jumlah jembatan yang dibangun 2 Bh
diruas ialan oravinsi

. 2 Bh - <

12. Jumlah jembatan yang dibangun 2 Bh
nada ruas ialan Stateais orovinsi

2 Bh 1 Bh <

13. Jumlah Panjang pemeliharaan 10 Kmberkala ialan Provinsi
22,99 10 Km 3,29 Km <

14. Jumlah Luas Areal Jaringan &
bangunan irigasi pertanian yang 17.131 Ha 17.131 Ha 17.131 Ha 17.131 Ha
dipelihara (Operasl dan

=

Pemeliharaari )
13. Jumlah SR yang terlayani oleh

akses air bersih melalui fasilitasi 25.000 SR 25.0005R

& sistem penyediaan air bersih (58 % l.2965R (58 % 3.250
dengan jaringan perpipaan & Pencapaian Pencapaian <

bukan iarinaan oeraioaan MDG's) MDG's)

14. Jumlah Bangunan penyedlaan .

5anitasi vann terbanaun 120 Unit 28 Unit 120 unit 55 unit <

15. Jumiah Panjang penanganan
erosl, longsor & sedimentasi pada
tebing-tebing, badan sungai ke 1.580 M 1.367 M 2.200 M 426,6 M <
areal Pertanian, persawahan, &
oermukiman masvarakat

16. Jumlah panjang Tanggul 300 M 150 M 300 M 405 M >
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Interpretasi

Capaian Target Capaian
blm tercapai

Target «)
No Indikator 2015 2015 2016 2016 sesuai(=)

melamDaui (»

pengaman pantai yg dibangun
baai aermukiman ma<;varakat

17. . 1 unit
(Pengada1m

6 terminal 5 terminal
bus), 1 uhit

Meningkatnya layanan angkutan memenuhi memenuhi
subsidi - <

transportasi kriteria tipe B kriteria tlpe B
layanan

angkutan
pemadu

moda
1 unit subsidi 3 Unit subsidi

5 Lintasan
iayanan iayanan perintis

angkutan angkutan
(Gtlo

pemadu pemadu moda Bondaw~ha
4 Lintasan perintismoda , Gtio-

4 Iintasan 4 Iintasan
Bubaa, Gila (Gtlo - Pangea,

perintis perlntis (Gtlo-
- Pangea, Term lsimu- <

(Gtlo- Term Isifnu Mulyonegoro -
Bondawuna,

Bondawuna, - Satria, Gtlo -
Gtlo-Bubaa,

Gtlo-Bubaa, Mulyonegor Tapa - Dulamayo)
Gtlo-Pangea,

Gtlo-Pangea, 0- Sati'ia,
Term Isimu-

Term Isimu- Mulyonegoro-
Gtlo - Tapa

Mulyonegaro -
-Satria)

Satria) Dulamavo)

18. Peningkatan produktivitas
,

bongkar muat di pelabuhan se- 2.800 ton/hr 4.419iton/hari
2.900 5.076 ton/hari >

oravinsl Gorontalo
ton/hari

19. Jumlah koperasi (unit)
, 1.105

1.080 I 1.183 kooerasi
1.209 koperasi >

20. Jumlah koperasi berkualitas 20 15 20 koperasi 20 koperasi <
. (Unit)

21. Jumlah UMKM (Unit) 67.413 ' 96.124
68.829 98.054 UMKM >
UMkM

22. Jumlah Wirausaha Baru (WUB) 1.000
yg difasilitasi modal usaha 750 ; 1.240 - ditiadakan

! UMKM
(UMKM) ,

23. Berkembangnya kluster industri 2 kluster il Kluster 2 Kiuster 1 k1uster <

24. Jumlah IKM (unit) 13.323 i 14.084 13.6961KM 14.339 >

25. Jumlah Sentra IKM (unit) 297sentra 287 312 sentra 297sentra <

26. Perkembangan ekspor (ton) 142.897 144.291 200.056 437.705 ton >

27. Jumlah perdagangan antar pulau 879.294 120.118 ton <
Iton)

844.663 620.902

29 Jumlah sarana dlstribusl 4 pasar 5 Pasar 4 pasar 3 pasar tradisional <
barana/iasa vana dibanaun traditional traditional tradisional

32. Ratio Elektrifikasi 76.75 % 77,58% 77,75 % 78,16 >

Misi kedua, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan

kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan

dan kesehatan. Misi kedua ini ditargetkan untuk mempersiapkan sumber daya

manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberikan

jaminan yang memadai melalui layanan "gratis" terhadap penyelenggaraan

pendidikan dasar hingga menengah, termasuk dibidang kesehatan melalui pola

insentif yang diistilahkan universal total coverage. Hal ini sangat strategis untuk

memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari akses

maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi warga miskin (pro-poor). Urusan

yang terkait dengan misi kedua tersebut adalah urusan pendidikan, kesehatan,

urusan perumahan dan ketenagakerjaan.

Sasaran Misi kedua adalah Peningkatan kualitas pendidikan, Perluasan Akses

PAUD, Perluasan Akses Wajar 12 Tahun dan Paket A, B dan C, Perluasan
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Pendidikan Non Formal, Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,

Terbangunnya infrastruktur kesehatan sampai ke tingkat desa dan Terwujudnya

akses layanan kesehatan masyarakat melalui Jamkesda dan Jamkesmas.

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi kedua, seperti

pada tabel di bawah ini :
Tabe12.23

Evaluasi Capaian Misi Dua RPJMD Tahun 2016
Interpretasi

Target Capaian Target Capaian
belum tercapai

No Indikator 2015 2015 2016 2016 «)
sesuai(=)

melamDaui C»
l. Angka Melek Huruf 96,50% 99.71% 97,00 % 99,81 >

2. Angka rata-rata lama sekolah 8,80
9,04 8,93

9,00

rBelaiar)
>

3. Angka partisipasi kasar : .

- TK/PAUD 54,47 83,51 57.19 53,44 >

- 5D/MI 111,20 114,23 111,25 111,40 >

- 5MP/MTs 99,80 102,27 99,90 99,75 <

- 5MNMN5MK 88,09 89,92 93,09 93,54 >

4. Angka Partisipasi Murni :

- 5D/MI/Paket A 98,00 100,81 98,25 98,34 >

- 5MP/MTs/Paket B 92,25 77,10 94,40 75,43 <

- 5MNMN5MK/Paket C 70,05 71,34 76,05 76,13 >

5. Angka Kematian Ibu/100.000 128,9 253,4 102.0 301,7 <

6. Angka Kematian Bayi/l.OOO 15 11,5 12.8
Kelahiran Hiduo

15,0 <

7. Angka kematian neonatal/l.OOO 9,40 8,0
kelahiran hiduo

8.90 11,0 <

8. Angka Kematian Balita/1.000 17,40 12,7
Kelahiran Hiduo

16.20 16,3 <

9. cakupan Balita Gizi Buruk 100
mendaoat oerawatan

100 100 100 =

10. Prevalensi kekurangan gizi (standar 13,78 24,5
WHO 2005)

13.56 22,25 <

1l. cakupan Desa/kel~r~tan Universai 87,50
!

Child Immunization ucn
67,9 93.75 89,48 <

12. Rasio puskesmas. per satuan 0,09
oenduduk

0,08 0.09 0,08 <

13. Rasio Rumah 5akit per satuan
Penduduk (Jumlah R5/Jlh Pddk x 0,007 0,011 0.007 0.012 >

1000)
14. Rasio Tempat Tidur R5 1/750

Penduduk
1,00 0,85 1.00 0,77 <

15: Cakupan pelayanan kesehatan
ruiukan nasien ma""arakat rniskin

100% 129% 94% 120 >

16. Jumlah masyarakat miskin yang
mendapat pelayanan kesehatan 138.199 ! 235.058 120,868 220.000 >
aratis

17. Jumlah Posyandu
1.440 1537 1500 1.308 <

18. Rasio posyandu per 100 balita 12,06 11,28 12.28 11,79 <

19. Rasio Pustu per 1000 penduduk 0,25 0,21 0.26 0,21 <

20. Persentase rumah tangga
nenaauna air bersih vano sehat

68,78 57 69.56 73,7 >

2l. Rasio Dokter Umum per satuan
oenduduk

0,28 0,16 0.29 0,14 <

22. Rasio Dokter gigi per satuan
oenduduk

0,03 0,02 0.04 0,03 <

23. Rasia Dokter spesialis per 1000
penduduk 0,06 0,08 0.06 0,04 <

24. Rasio tenaga medis (perawat) per
1000 penduduk 1,40 1,06 1.49 0,85 <

25. Rasio tenaga medis (bidan) per
1000 penduduk 0,83 0,49 0.91 0,69 <

26. Rasio tenaga nutritionist per satuan 0,31 0,15 0.33 0,17 <
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i Interpretasi

Target tapalan Target Capaian belurn tercapai
«)No Indikator 2015 :2015 2016 2016 sesuai (=),

rnelarnDaui (>1I

penduduk
!

27. Rasio tenaga apoteker per satuan I

0,07 ' 0,02 0.08 0,04 <penduduk
28. Angka usia harapan hidup 68,24 67,12 68.6
29. Persentase balita gizi buruk 3,57 5,7 3.34 4,56 >
30. Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah :
74,52• SD/MI 73,00 73,92 74,00 >

• SMP/MTs 60,50 67,18 61,00 61,97 >
- SMNSMK/MNMK 15,50 22,12 15,75 26,51 >

31. Angka Putus Sekolah :

- Angka Putus Sekolah SD/MI 0,04 0,00 003 ° >
- Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,05 0,04 003 0,03
- Angka Putus Sekolah 0,01 0,01 >
SMNMNSMK 0,25 002

32. Angka Kelulusan:
• Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00 100,00 100.00 100
• Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,65 100,00 99,70 100 >
- Angka Kelulusan (AL)

98,50 100,00 100 >5MNMNSMK 98,50
33. Rasio guru/murid per kelas rata-

rata
- 5D/MI 628,38 622,62 624.03 642,62 >
- SMP/MTs 736,24 765,52 721.09 829,89 >
- SMNSMK/MNMK 766,45 703,06 749.62 803,06 >

34. Persentase Sekolah pendidikan
kondisi bangunan baik
- SD/MI 85,00 87,00 86,00 87,02 >
- 5MP/MTs 84,00 90,50 85.00 91,00 >
- 5MNMA 90,00 91,22 91.00 93,00 >
- SMK 86,00 94,52 87.00 93,60 >

35. nngkat pengangguran terbuka (%) 4,00 4,65 375 276 >
36. nngkat Partisipasi Angkatan Kecja 65,40 63,65 6575% 67,89% >

Misi Ketiga, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya

perikanan dan keiautan, pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan dan

pariwisata yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan

kemakmuran masyarakat serta memelihara dan melestarikan danau limboto

sebagai sumber persediaan air bersih, untuk pengetnbangan perikanan air tawar

dan daerah pariwisata dan meningkatkan pengelolaan das sebagai wujud

memelihara Iinkungan (pro green). Misi ketiga ini diarahkan untuk meningkatkan

produktivitas terhadap potensi sumber daya alam kelautan, pertanian, peternakan,

kehutanan, perkebunan dan pariwisata. Perairan umum daratan (danau, sungai,

waduk), danau limboto, wilayah pesisir, daerah aliran sungai (DAS) serta waduk

harus dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan berkesinambungan tanpa
,

merusak daya dukung Iingkungannya '(pro-green). Urusan yang terkait dengan misi,

ketiga tersebut adalah urusan Iingkurlgan hidup, perl:anian dan ketahanan pangan,
I

kelautan dan perikanan serta urusan; kehutanan, perencanaan dan Pemberdayaan
I

masyarakat dan Desa. I

I
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Sasaran Misi Ketiga Adalah Peningkatan pengelolaan sumber daya alam,

Terwujudnya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Bidang Pertanian dan

Perikanan, Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Peningkatan

produktivitas hasil pertanian dan perikanan, Terwujuctnya pengelolaan Iingkungan

hidup, Peningkatan pengeiolaan Sisa Masil Pertanian (Zero Waste) untuk produk-

produk yang mempunyai nilai tambah tinggi, Peningkatan pemeliharaan obyek-

obyek wisata.

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata: pencapaian indikator misi ketiga, seperti

pada tabel di bawah ini : I
!
I

Tabe12.24
Evaluasi Capaian Misi! Ketiga RPJMD Tahun 2016

I '
I Interpretasl,

Target : Capaian Capaian
belum tercapai

No Indikator Target «)
2015

!

2015 2016 2016 sesuai(=)
melamoaul C»

1. Meningkatnya indeks kualitas 84 72,09 87 72,09
Iinakunaan

<

2. Persentase peningkatan tingkat
ketaatan pemrakarsa terhadap 22 usaha/ . 22 usaha/ 24 usaha/ 24 usaha/
pelaksanaan dokumen Iingkungan kegiatan kegiatan keglatan keglatan =
(352 Derusahaan)

3. Komoditi tanaman pangan :
- Peningkatan produksi padi 3% 318.614 331.220

328,521 345.263
Itahun iton)

>

- peningkata~ ~~/1uktiVitas padi 56,70
55,51 57.77 52,16

4 72%itahun ku ha)
<

- Peningkatan 0~OdUksi jagung 850.269
643.512 927,436 911.341

sebesar 9 29% tahun (ton)
<

- Peningkatan 1~~Oduktivitasjagung 52,87
50,41 54.00 46,59

sebesar 2 66% tahun (ku/ha) -
<

- peningka~~ Produksi Kedelai 2.454 3.203 2.502
3.910

3%/thn (ton
>

- Peningkatan produktivitas kedeiai
(ku/ha) 13,15 13,49 13.27 15,68 >

4. Komoditi Hortikultura :
- Peningkatan Produksi Sayuran 3 18.086 752 18,629
% ner Tahun ITon)

18.110 <

- Peningkatan Produksi Tanaman 17.319 7.228,91
Hias (KoTDk Phn)

17,492 0 <

- Peningkatan Produksi Buah - 13.744 722,89.
buahan 2 % ner Tahun ITon)

14,019 14.523 <

5. Meningkatnya skor Pola Pangan 94.3
HaraDan (PPH) Ketersediaan

88,S 74,2 ** <

6. Meningkatnya skor Pola Pangan 84.7
HaraDan Konsumsi

80,9 78,7 79,4 <

7. Meningkatnya ketersediaan 94%
informas; pasokan dan harga 87 87 94% =
Danaan daerah

8. Meningkatnya nilai tukar petan;
(NTP) -
- Subsektor tanaman pangan 91,89 98,30 91.91 111,15 >

- Subsektor Hortikultura 110,43 123,60 110.45 112,50 >

9. Rehabilitasi hutan & lahan kritis 16.200
(Ha) 15.750 13.800 39.112 Ha >

10. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 197,016 - 180816 218.704 >
11. Produksi hasll hutan (m3)

a. Kayu Bulat (m3) 58.000 57.750 59000 93.293,61 >
b. Kayu Gergajian (m3) 2.671,43 17.850 2696.43 39.558,96 >
c. Non Kayu (ton) 5.200 1200 6,200 15.973 >

12. Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa 34,16% 34,16% 40.86%
Izin vana dibina

35,53 <

13. Nilai Tukar Petani Kebun 132.82 95,99 128.05 98,29 <
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Interpretasi

Capaian
belum tercapai

Target Capaian Target «)
No Indikator 2015 2015 2016 2016 sesuai(=)

melamDaui C»
Perluasan Areal Tebu (Ha) 1.864 1.249 1.940 1.031 <

14.
Produksi Tebu (Ton) 38.994 49.331 31.297 49.331 >

15.

16. Perluasan Areal Cengkih (Ha) 10.153 9.737 10.637 10.059 <

17. Produksi Cengkih (Ton) 912 604 913 937 >

18. perluasan Areal Kelapa Dalam (Ha) 67.156 68.129 67487 67.489 >

19. Produksi Kelapa Dalam (Ton) 62.463 22.093 62494 60.932 <

20. Perluasan Areal Kakao (Ha) 14.631 14.932 15.114 15.882 >

21. Produksi Kakao (Ton) 4.042 2.948 4082 4.564,6 >

22.
Peningkatan Populasi Ternak Sapi 215.100 197.124 207.969 <
IEkor) 223704

23.
Peningkatan Populasi Kambing 94.059 84.868 88.426 <
(Ekor) 96881

24.
Peningkatan Popuiasi Ayam Buras 1.680.353 1.850.163 1.759.516 <
IEkor) 1932405

25.
Peningkatan Produksi Daging Sapi 4.313.487 2.552.353 1.920.072 <
(Ka) 4399756

26.
Peningkatan Produksi Daglng 218.845 68.708 81.524 <
Kambina IKa) 231.976

27.
Peningkatan Produksi Daging Ayam 2.654.537 2.037.214 1.621.782 <
Buras-IKn) 3.105.809

28.
Jumlah Konsumsi Daging 3,4 3,1 2,2 <
(ka/kanita/th) 3.7

29. Produksi perikanan Tangkap (ton) 105.118 105.715 114,578 115.873 >

30. Produksi Perikanan Budidaya (ton) 170.310 30.158 186,490 100.245 <

- Produksi Ikan Budidaya (Ton) 34.062 25.885 37,298 38.295 >

• Produksi rum put laut (Tan) 136.248 4.272 149,192 61.950 <

Total Pro~~n~angkap + 275.428 , 135.871 301,068 215.918 <
Budidava) an

31. Produksi Perikanan Kel,o~ok 99.379 21.109 110,807 110.250 <
Nelavanl nembudldava an)

32. Konsumsi ikan (kg/kap/thn) 53 54,8 55 55,7 >

33.
Cakupan bina kelompok Perikanan 565 680 630 630 =
(kelomnOk) !

34. Pendapatan Nelayan (Rp/bln) 2.413.693 i 2.500.000 2,648,545 2.700.000 >

35. Pendapatan pembudidaya (Rp/bln) 2.076.650 2.470.000 2,278,085 2.500.000 >

36. Pendapatan in~~i~~ah dan pemasar 3.149.280 : 3.830.166 3,401,204 3.400.000 >
oerlkanan IR . Bin
Desa Nelayan/Pesisir yang Menjadi

37. Desa Tangguh ~PDNT (Desa 14 14 16 16 >
Nelavan/Pesisir

38. Nilai T~~ar Nelayan/Pembudidaya 107.42 106,73 108.41 105,55 <
(NTN-P
Tersedianya sarana dan prasarana

39. pada kawasan strategis dan cepat 6 unit 3 Unit 3 unit 3 unit =
tumbuh

Misi Keempat, Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan bermasyarakat

yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara dan melestarikan keragaman

budaya dan adat istiadat, serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan,

perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam

pembangunan. Misi keempat diarahkan untuk pengembangan kemandirian dengan

menumbuh kembangkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan

terhadap ni!ai-nilai agama, sekaligus mempertahankan nilai-nilai adat istiadat, serta

melakukan pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan anak dan kesetaraan

gender. Urusan yang terkait dengan misi keempat tersebut adalah urusan sosial,

kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, pemberdayaan

perempuan dan anak serta urusan perpustakaan dan kearsipan.
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Sasaran Misi Keempat adalah Peningkatan kemauan dan kemampuan individu,

keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKSdalam memenuhi kebutuhan

dasarnya, Peningkatan pembangunan yang responsip terhadap PMKSPeningkatan

kesejahteran dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai - nilai agama,

adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan, Peningkatan

kerukunan beragama, Peningkatan pelestarian budaya daerah Peningkatan

indikator kualitas hidup perempuan, Peningkatan peran perempuan di parlemen

dan birokrasi dan Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap

Perempuan dan Anak.

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi keempat, seperti

pada tabel di bawah ini :

Tabe12.25
Evaluasi Capaian Misi Keempat RPJMD tahun 2016

Interpretasl

Target Capaian Capaian
belum tercapai

No Indikator 2015 2015 Ta.I'get 2016 «)
2016 sesuai (=)

melamDaui C»
1. Meningkatnya jumlah layanan atas

perlindungan dan jaminan 60 KK 99 KK 120 KK 130 KK >

keseiahteraan masvarakat
2. Meningkatnya cakupan layanan 180 KK . 1.220 KK (244

pemberdayaan terhadap KUBE)
masyarakat miskin dan KAT • 403 KK (2 unit

120 KK 170 KK MCK dan 8 >
paket sarana
penunjang
dilokasi KAT

3. Meningkatnya layanan rehabilitasi
terhadap penyandang diabilitas,
tuna sosial, lanjut usia, anak 1450rg 2930rg 3700rg 917 orang >

bermasalah sosial, korban
oenvalahounaan nanza & LKS

4. Meningkatnya cakupan layanan dan 10 41 20 le,mbaga{
pembinaan terhadap pilar-pilar lembagaj lembaga{77 6i org 43 lembaga { 77 >
kesejahteraan sosial 64 oro org

orang

5. Penyelenggaraan festival seni dan 3 3
budava 3

4 >

6. Jumlah Pagelaran Budaya 5 35 5 5 =

7. Indeks Pemberdayaan Gender 58,08% - 59.72% .
8. Indeks Pembangunan Gender 65,10% - 67.02% .
9. Partisipasi angkatan kerja ,

perempuan 41,20% - 42.11% .

10. Implementasi Perencanaan i
Penganggaran yang responsip 60% , 68% 100% 70% <
Gender

11. Jumlah organisasi pemuda 29 29 30 34 >

12. Jumlah organlsasi olahraga 23 23 23 24 >

Terlaksananya LSM{Ormas yang 75
I 60

75

13.
mendapat penguatan dan LSM{Ormas LsM{Ormas

LSM{Ormas 70 LSM{Ormas
pendataan L5M{Ormas &1 & 1 Database

<
8<1 DatabaseDatabase ,

Terlaksananya penyuluhan kepada
masyarakat dalam rangka 15.300 15.450

14. peningkatan kesadaran dan 300 orang 16.290 orang
Orang Orang >

partisipasi politik baik PILEG,
PILPRESmaUDun PILKADA
Teriaksananya penguatan

15. kerukunan umat beragama 100 Orang 125 orang 100 Orang 125 orang
masyarakat melalui Forum

>

Kerukunan Umat Beranama

16. Peningkatan SDM & pengelola 70 120kearsioan (orano) 70 70 =

17. Jumlah pengunjung perpustakaan 6.0000rg 59.621org 7,000Org
ner tahun

260.321 <
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I
Interpretasi

Target Capaian capalan
bel urn tercapai

No Indikator Tar!let «)
2015 i

2015 2016
2016 sesuai(=)

I
rnelarnDaui (»

Meningkatnya jumlah buku dan
I

18. 900 12.150 1,000 348.048 >
judul bacaan I

19.
Ketersediaan jenis buku dan judul 20 I 20 20 20 =
terbitan daerah I

20.
Jumlah Pustakawan dan Tenaga 35 1170rg 35 16 <
Teknis Peroustakaan

Misi Kelima, Menciptakan sinergitas diantara pemerintah Provinsi dengan

pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus

untuk meningkatkan kinerja pelayanan public, menurunkan angka kemiskinan serta

menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Misi kelima diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam perspektif

otonomi daerah dan good governance termasuk mendorong penguatan kerjasama

daerah dan membangun koordinasi provinsi dan kab/kota untuk mendorong

pencapaian target pembangunan daerah. Urusan terkait misi kelima adalah Urusan

wajib otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian, penataan ruang, perencanaan

pembangunan, serta urusan Iingkungan hidup, komunikasi dan informasi dan

Pemberdayaan lTlasyarakat dan Desa.

Sasaran misi kelima adalah peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dalam pelayanan' pada masyarakat, terwujudnya sinergitas pembangunan antara

provinsi dan kabupaten/kota, tercapainya reformasi birokrasi di provinsi gorontalo,

berkurangnya persentase masyarakat miskin dan terwujudnya peningkatan

ekonomi masyarakat miskin.

HasH evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi kelima, seperti

pada tabel di bawah ini :
Tabe12.26

Evaluasi Capaian Misi Kelima RPJMD tahun 2016

I
Interpretasi

Target Capalan Capaian
belurn tercapal

No Indikator 2015 2015
Target 2016 2016

«)
sesuai(=)

rnelarnDaul (»
1. Terjadinya peningkatan kualitas

pembangunan di Provinsi 6 kajian 2 Kajian 7 kajian 2 kajian <
Gorontaio berbasis oenelitian

2. Tersusunnya produk hukum Perda 10 Perda 10
daerah Pergub / perglJb / SK 13 Perda >

5K 300 300
3. Peningkatan Indeks Kepuasan 70 87,84

Pelavanan Keoeaawaian (IKPKl
80 88% >

4. Jumlah/Rasio PNSProfesional 70%
tiao 5KPD

90% 98% >

5. Persentase PNSyang
menempati Jabatan sesuai 70% 85,6% 90% 93%
Standar Kompetensi Jabatan

>
I

6. Desa Nelayan/pesisir yang
meniadi Desa TanaauhiPDNT 14 Desa 14 Desa 16 Desa 16 Desa =

7. Persentase penduduk miskin 15,5 - 14(%) I 18,16 14,5 - 12 17,63 <

8. Lembaga diklat terakreditasi Prajabtan ~rajabtan Akreditasi: Akreditasi: -
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Interpretasi

Target Capaian Capalan
belum i:ercapai

Indikator Target 2016 «)No 2015 2015 2016 sesual (=)
melamDaul (»

"B" \'B"

Diklatp!m D!klatplm IV Prajabatan "A" Prajabatan "B" <
IV "C" "B"
Diklatp!m Diklatpim - Diklatpim IV - Diklatpim IV =
III"e" III "B" liB" "B"

9. Op!n! Pengelolaan Keuangan - Diklatpim III - Diklatpim III =WTP WTP "B" "B"
10. Rumah Layak huni yang 1.000 Unit 711 Unit 1000 Unit 861 unit <

dibanaun
11. Terwujudnya Desa Maju dan 3 desa 3 desa dan

3 desa dan 3 3 desa dan 3
Mandiri dan 3 kelurahan =

kelurahan
3 kelurahan kelurahan

2.3. Realisasi Anggaran tahun 2016 i
I

i
Salah satu bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan adalah dengan pelakSanaan evaluasi keuangan untuk masing-

masing instansi. Hal ini perlu dilakukar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Secara umum
I

hasil evaluasi realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk masing-

masing instansi telah menunjukkan kinerja yang baik, sebagaimana tabel dibawah

ini.

Tabe12.27
Realisasi Anaaaran SKPDTahun 2016

REALISASI SIMDA 2016

NO SKPD PAGU
JUMLAH REALISASI %

1
DINAS PENDlDlKAN KEBUDAYAAN PEMUDA 99.590.487.894,08 91.630.809.221,00 92,00
DAN OLAHRAGA

2 DINAS KESEHATAN 81.378.704.535,00 74.845.818.752,00 91,97

3 R5UD HASRI AINUN HABIBIE 76.285.751.356,00 69.141.196.507,00 90,63

4 DINAS PEKERJAANUMUM 173.480.694.315,79 163.280.684.016,00 94,12

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 11.850.000.000,00 10.649.730.686,00 89,87
DAERAH

6 D1NA5 PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMINFO 14.528.690.000,00 13.546.541.753,7 93,24

7 BADAN UNGKUNGAN HIDUP DAN RISEl 5.938.635.000,00 5.673.508.432,00 95,54
DAERAH

8 D1NASSOSIAL 10.290.000.000,00 9.743.220.341,00 94,69

9 BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH 6.426.803.310,00 6.247.571.251,00 97,21

10 D1NASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 9.031.982.000,00 8.660.041.777,00 96,07

11 DINAS KOPERASI UMI(M PERINDAG 13.433.447.300,00 12.446.016.541,00 92,65

12 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP 5.575.000.000,00 5.416.639.429.00 97,16

13 BADAN KESATUAN BANG5A DAN POLmK 6.750.000.000,00 6.260.203.736,00 92,74

14 PIMPINAN SElDA 32.403.150.000,00 28.189.296.554,00 87,00

15 BIRO PEMERINTAHAN 49.880.837.300,00 43.779.336.432,00 87,77

16 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 3.650.000.000,00 3.530.369.243,00 96,72

17 BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN 3,000.000.000,00 2.959.402.681,00 98,65
EKONOMI

18 BIRO PP DAN KESRA 9.600.000.000,00 8.733.016.992,00 90,97
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19 BIRO UMUM 15.050.000.000,00 14.016.691.626,00 93,13

20 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 11.151.616.800,00 10.080.336.289,00 90,39

21 SEKRETARIAT DPRD 52.000.000.000,00 49.550.292.319,00 89,12

22 DINAS KEUANGAN DAN A5ET DAERAH 14.375.000.000,00 13.525.106.464,00 94,09

23 INSPEKTORAT 6.412.500.000,00 6.024.353.163,00 93,95

24 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN 11.241.850.000,00 10.678.067.690,00 94,98
PELATIHAN DAERAH

25 KANTOR PERWAKILAN JAKARTA 4.230.000.000,00 3.997.767.590,00 94,51

26 KANTOR SATPOL PP DAN LINMAS 7.900.000.000,00 7.496.528.930,00 94,89

27 SEKRETARIAT DP KORPRI 2.750.000.000,00 2.504.463.096,00 91,07

28 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PD 3.801.000.00p,00 3.551.139.424,00 93,43

29 BPM-PDT 31.430.500.000,00 31.111.581.295,00 98,99

30 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ASET DAERAH 2,600,000,000.00 2.558.105.179,00 98,39

31 DINAS PERTANIAN TPH 40.381.074.875,00 36.980.297.483,00 91,58

32 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 26.723.000.000,00 25.430.552.960,00 95,16

33 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN 4.500.000.000,00 4.265.946.258,00 94,80

34 DINAS KEHUTANAN DAN ESDM 6.372.024.000,00 5.941.820.478,00 93,25

35 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 26.065.820.000,00 24.187.847.366,00 92,80

Masalah dan Tantangan Pokok 2018

RKPD 2018 merupakan tahun awal dari periodisasi RPJMD 2018-2022. Namun

demikian dalam penyusunan RKPD 2018, masih mengacu pada arahan kebijakan

pembangunan dalam dokumen jangka panjang RPJPD Provinsi Gorontalo.

Sementara arahan kebijakan dan target pembangunan untuk periode 5 tahun

belum ditetapkan. Untuk itu program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2018i "
perlu memperhatikan arah kebijakan, selain memperhatikan visi misi arah

kebijakan jangka panjang daerah, jucia perlu mengevaluasi pencapaian program

kegiatan dan target pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya
I

dan yang menjadi tantangan pemban'gunan pada periode selanjutnya. Beberapa
I

target pembangunan yang belum tuntas, seperti penanggulangan kemiskinan, dan

masalah pelayanan dasar perlu menjadi perhatian utama pembangunan tahun

2018.

Sementara untuk masalah dan tantangan pada tiap Misi yang perlu terus direduksi

adalah sebagai berikut :

Permasalahan pada Misi Pertama adalah:

Perekonomian, Perekonomian Provinsi Gorontalo dihilai sudah cukup baik. Hal ini

ditunjukkan dengan pertumbuhan Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 masih

berada di angka 6,52 persen, masih diatas rata-rata nasional. Namun pencapaian

pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan pemerataan pertumbuhan

antar sektor. Sumber pertumbuhan sebagian besar masih berasal dari belanja

pemerintah daerah, sedangkan sektor strategis seperti industri pengolahan, jasa

perusahaan, pertambangan dan sector pariwisata masih perlu menjadi perhatian,
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pembangunan sudah harus mendowng meningkatnya kinerja sektor-sektor

sekunder, sebab sektor primer sangat terpengaruh pada kondisi cuaca dan alam.

Untuk itu tantangan kedepan dalam memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah

adalah dengan pemerataaan manfaat dari pertumbuhan ekonomi bagi seluruh

masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Ekonomi Gorontalo yang masih bertumpu pada sektor primer pertanian, walaupun

pertumbuhannya tinggi namun relative belum memberi pengaruh yang signifikan

terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung dan berkeadilan,

kondisi tersebut ditunjukan melalui Indeks Gini Provinsi Gorontalo tahun 2016 yang

berada di angka 0,30. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemeratan pendapatan

relatif membaik, walaupun belum bisa tercapai sepenuhnya, kesenjangannya masih

cukup moderat dan tidak terlalu berubah dibandingkan tahun 2015 yang nilai

koefisien Gini berada pada angka 0,32 sehingga pertumbuhan ekonomi belum

bermanfaat positif buat sebagaian besar masyarakat. Untuk itu kedepan

diharapkan berangsur - angsur pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam mengembangkan perekonomian

Gorontalo, adalah rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian

masyarakat sebagai akibat dari rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan

terutama teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang

kurang dan masih rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan sehingga

ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah.

Pengembangan wilayah berdasarkan kompetensi ihti atau berbasis komuditas

unggulan menjadi isu yang mengemuka didalam pengembangan wilayah

kabupatenjKota belum dioptimalkan secara konkrit.

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa meningkatkan

kesejahteraan masyarakat karena belum dimanfatkan secara memadai untuk

mengatasi kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah,

terutama untuk mendorong penyebaran industri ke daerah.

Industri ekonomi Gorontalo selama ini masih di dominasi oleh industri rumah

tangga, industri keelI dan menengah. Potensi sumber daya alam lainnya berupa

bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan belum memberi manfaat

ekonomis kepada masyarakat dan daerah secara penuh.
!

Disamping itu sektor pariwisata Gorontalo memiliki potensi yang cukup besar,

namun demikian belum dikelola dengan baik. Pengembangan sektor pariwisata

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dikelola secara terpadu

dan kompherensif melibatkan beberapa sektor dan stakeholer pembangunan

terkait. Pengembangan destinasi wisata yang ditunjang dengan penyediaan
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fasilitas umum serta penguatan promosi wisata diharapkan dapat meningkatkan

kunjungan wisatawan di Provinsi Gorontalo, yang dapat mendongkrak ekonomi

masyarakat.

Salah satu terobosan daerah dalam pengembangan perekonomian adalah

mengembangkan Kawasan industri terpadu Gorontalo yang berada pada Kawasan

Pengembangan Ekonomi Khusus. (KEK) Gorontalo-Paguyaman-Kwandang

(Gopandang). Pertimbangan dalam mengembangkah KEK adalah menyediakan
I

suatu kawasan yang merhiiiki fungsi ekonomi dimana salah satu fungsi ekonomi

tersebut adalah zona industri yang menghasilkan produk-produk akhir berkualitas

ekspor. Arah kebijakan ini diambil karena juga sesuai dengan arah kebijakan

industri nasional yang mengarahkan pembangunan ke wilayah timur Indonesia.

Disamping itu, untuk menggerakkan kembali sektor-sektor primer, pemerintah

Provinsi Gorontalo telah menggagas program pertanian terpadu untuk 5 (lima)

lokasi, yaitu Kabupaten Boalemo yang berpusat di Kecamatan Wonosari,

Kabupaten Pohuwato berlokasi di Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo di

Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo Utara di Kecamatan Sumalata dan

Kabupaten Bone Bolango yang dipusatkan di Kecamatan Suwawa. Dimana program

dan kegiatan dilaksanakan secara integrative melibatkan beberapa sector strategis

dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. .

Selain itu juga, dilakukan pengembangan beberapa sector pariwisata sebagaimana

yang telah di tuangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

(RiPPDA), dengan menetapkan 6 kawasan strategis pengembangan dan

pembangunan pariwisata yaitu : (1) kawasan Strategis Olele - Botutonu'o, (2)

kawasan strategis Iimboto - kota gorontalo dan sekitarnya, (3)kawasan strategis

hutan nantu dan sekitarnya, (4) kawasan torosiaje dan sekitarnya, (5) kawasan

pesisir selatan, dan (6) pulau saronde - desa monano dan sekitarnya.

Infrastruktur, pengembangan infrastruktur dilakukan dengan terus

meningkatkan penyediaan dukungan mendasar terhadap peningkatan social dan

ekonomi masyarakat, yaitu :

Transportasi. masalah dan tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan

infrastruktur perhungan darat, laut dan udara. Kondisi jalan provinsi hingga tahun

2016 sepanjang 432,51 dimana dari panjang jalan tersebut yang kondisinya baik

sepanjang 209,00 Km, dalam kondisi sedang sepanjang 15,80 Km, dalam kondisi

rusak ringan sepanjang 24,43 Km dan dalam kondis! rusak berat sepanjang 73,33

Km dan masih banyak akses jalan provinsi yang belum terbuka seperti ruas Tapa-

atinggola 12 Km, Marisa-Tolinggula 59,75 Km, Aladi-Tulabolo 22 Km, Tangkobu-

Pentadu 16,20 Km) pembukaan akses jalan baru tersebut untuk meningkatkan

percepatan mobilitas kegiatan ekon~mi daerah, khususnya dari sentra produksi

menuju pasar. Belum terbukanya beberapa akses ruas jalan tersebut
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mengakibatkan kurang optimalnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelabuhan - pelabuhan yang ada juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang

menyebabkan rendahnya kontribusi sektor transportasi laut terhadap ekonomi

daerah. Meningkatkan kapasitas bongkar muat di pelabuhan Gorontalo,

.keterbatasan sarana pelabuhan Anggrek, pelabuhan Marisa, serta pelabuhan

Tilamuta, merupakan beberapa bagian yang menjadi tantangan untuk bisa

diwujudkan. Pelabuhan Gorontalo merupakan pelabuhan pengumpul dan

pendistribusi dikawasan teluk tomini, sedangkan Pelabuhan Tilamuta dan

Bumbulan sebagai pengumpan ke pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek

terletak di kawasan utara gorontalo yang saat ini melayani aktifitas bongkarjmuat
,

barang cargo dan peti kerrias termasuk ekspor jagung. Keunggulan pelabuhan ini

memiliki jarak yang relatif dekat dengan negara-negara tetangga dibandingkan

dengan pelabuhan Bitung seperti ,Malaysia, Philipina, Korea dan Jepang.,

Sedangkan Pelabuhan Kwandang melayani antar pulau utamanya angkutan ternak

sapi. Bandar udara Djalaluddin, juga menjadi prioritas daerah dalam meningkatkan

sarana prasarana bandara dan fasilitas pendukung bandara menuju bandara

International menjadi tantangan yang perlu direalisasikan kedepan.

Infrastruktur Pertanian. Rencana pembangunan waduk Bone Hulu dan

Bendung Bolango Hulu menjadi priori~as utama dalam mendukung kinerja sektor

pertanian, hal ini dikarenakan ketersediaan bendungan, jaringan irigasi dan

embung di daerah masih rendah. Masih banyak sawah dan lahan perkebunan serta

lahan yang belum dimanfaatkan karena tidak dapat diairi. Pembangunan teknologi

tepat guna yang mensupply air perlu ditingkatkan untuk menjangkau kawasan

pertanian yang sulit air.

Demikian halnya di sektor perikanan, peternakan dan perkebunan, sarana

penunjang belum tersedia secara memadai. Pembangunan dan peningkatan

kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta perlunya Badan

Penyuluhan Perikanan dan Kelautan di daerah u~tuk meningkatkan produksi

perikanan perlu mendapatkan perhatian. Hal ini penting mengingat sektor

pertanian merupakan sektor unggulan sebagai prime mover pembangunan

ekonomi daerah.

Energy Ketenagalistrikan. Sejak berdirinya Provinsi Gorontalo telah dihadapkan

pada masalah keterbatasan kapasitas pembangkit Iistrik, namun setelah

beroperasinya PLTU Molotabu, PLTG Paguat dan adanya pengoperasian kapal

pembangkit Iistrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) dengan kapastasi 120 MW

untuk memenuhi kekurangan Iistrik di wilayah Gorontalo-Sulawesi Utara dan

hasilnya saat ini Gorontalo surplus energi listrik 20 MW. Terpenuhinya kebutuhan

Iistrik tersebut belum mengindikasikan kemandirian industry ketenagalistrikan di
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Gorontalo, sebab tambahan energi tersebut masih berasal dari suplai energy Iistrik

interkoneksi Suluttenggo dan pengoperasian kapal MVPPtidaklah permanen, untuk

itu diperlukan upaya-upaya strategis diantaranya peningkatan sumber penggunaan

Iistrik di perdesaan dan mempercepat pembangunan PLTU Anggrek agar dapat

segera beroperasi, serta mendorong percepatan penibangunan PLTG Gorontalo 2

untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi listrik akibat meningkatnya

investasi di daerah.

Perumahan dan Pemukiman. Belum adanya regulasi pengaturan penataan

perumahan dan pemukiman, terbatasnya kemampuan dalam menyediakan

prasarana dan sarana dasar perumahan seperti Iingkungan yang sehat, drainase

dan persampahan, menurunnya kualitas pemukiman dan belum optimalnya

kelembagaan yang bergerak dalam bidang pembangunan pemukiman dan

perumahan adalah hal-hal yang menjadi permasa!ahan dan tantangan dalam

pembangunan perumahan dan pemukiman. Kedepan prioritas pembangunan

perumahan diarahkan pada pembangunan perumahan swadaya baik melalui APBD

maupun APBN dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan.

Akses Layanan Sanitasi dan Air Bersih. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik Hingga tahun 2016, persentase penduduk dengan akses sanitasi yang

layak baru mencapai 56,27 persen dan persentase rumah tangga pengguna air

bersih yang sehat baru mencapai 69,5 persen. Ini menunjukkan bahwa masih

rendahnya rumah tangga yang menggunakan air bersih dalam aktivitas rumah

tangganya sehari-hari di Gorontalo dan masih ada sekitar separuh rumah tangga

yang belum memiliki sanitasi yang, baik, hal ini menjadi tantangan dalam

pembangunan untuk terus ditingkatkan ditingkatkan.

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Data Badan Pusat Statistik

Provinsi menunjukkan adanya penin~katan Indeks Pembangunan Manusia dari

tahun 2014 IPM Gorontalo mencapai 65,17 meningkat menjadi 65,86 tahun 2015.

Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks komposit mencerminkan

kinerja pembangunan manusia yan~ memuat tiga aspek, yaitu kesehatan,

pendidikan dan pendapatan, indeks ini menjadi indikator tingkat pembangunan

manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan

berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai

pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Tantangan terbesar

Gorontalo dalam meningkatkan IPM daerah antara lain bagaimana meningkatkan

kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kinerja sektor riil agar bisa

memberikan multiplier effect kepada masyarakat secara luas. Pendapatan

masyarakat juga sangat terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam

menjaga stabilitas harga bahan pokok, ketersediaan pangan, kelancaran akses lalu

lintas barang/jasa, sehingga beban ekonomi masyarakat menjadi lebih rendah. Hal
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lain yang cukup penting adalah akses; masyarakat terhadap permodalan. Masih

terbatasnya kredit bagi usaha kedl menengah dan tingginya tingkat bunga bank

masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius.
,

Pariwisata, Provinsi Gorontalo memiliki potensi pariWisata yang cukup memadai,

namun pembangunan kepariwisataan menghadapi beberapa masalah antara lain

adalah daya saing pariwisata yang masih rendah, belum optimalnya pengelolaan

destinasi pariwisata, belum memadainya sarana prasarana pendukung pariwisata,

pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif, dan terbatasnya sumber

daya manusia bidang pariwisata. Dari permasalahan tersebut, maka tantangan

bidang kepariwisataan adalah menciptakan iklim usaha di bidang pariwisata,

meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis informasi dan teknologi.

Disamping itu pengembangan kawasan pariwisata strategis difokuskan pada

pengembangan objek wisata unggulan sebagai Prime Mover Pembangunan

pariwisata, yang telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA).

Pengembangan UMKM dan Koperasi, Tantangan kedepan dalam upaya

mengembangkan koperasi dan UMKM adalah: Penguatan peran KUMKM, Industri

Kedl Menengah, & pelaku usaha lainnya; transformasi struktural & kultural para

pelaku pasar di daerah dari pseudo-entreprenuer menjadi pure entreprenuer,

memacu pertumbuhan investasi di daerah (optimalisasi pelaksanaan Perda tentang

Kemudahan Investasi dan Pergub tentang Kemudahan Perijinan); peningkatan,.
peran Perbankan selaku Agent of Development guna penguatan modal usaha;

kerjasama antar daerah untuk promosi & pemasaran produk; peningkatan

kerjasama perdagangan regional, nasional & internasional.

Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan koperasi hingga tahun 2016 masih

bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap

permodalan, pasar, teknologi dan informasi, rendahnya kualitas SDM KUMKM.

Disamping itu optimalisasi fungsi lembaga pemberoayaan KUMKM dan masalah

iklim usaha yang belum sepenuhnya berpihak kepada KUMKM masih berlaku.

Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan oleh KUMKM

sendiri terlihat masih berjalan ditempat.

Investasi Daerah, Secara makro, perkembangah ekonomi Gorontalo telah

menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Ekonomi Gorontalo masih cukup tinggi,

tumbuh 6,52 persen pada tahun 2016. Namun, struktur perekonomian tersebut

dibentuk oleh investasi Pemerintan melalui konsumsi dan pembangunan
I

infrastruktur. Kendala dalam menihgkatkan iklim investasi adalah belum
I

harmonisnya peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat

dan daerah serta masih banyaknya I pungutan dan retribusi yang membebani

pengusaha disamping itu juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan
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infrastruktur termasuk energi yang merupakan keb~tuhan yang harus dipenuhi

untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang,

serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah.

Sehingga dalam meningkatkan investasi di Gorontalo, hal-hal yang perlu dilakukan

pemerintah adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan perah

pelaku usaha dalam penyusunan Perda yang mendorong kemudahan investasi,

meminimalisir potensi pungutan liar yang memberatkan para pelaku usaha yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, mendorong pelaku

usaha agar tidak bergantung pada komponen pembiayaan dari anggaran

pemerintah (APBNjAPBD), meningkatk~n kualitas dan produktivitas tenaga kerja
;

lokal dan penyediaan energi dan ihfrastruktur adalah hal-hal yang menjadi
I

tantangan dalam peningkatan investasi Idi Gorontalo kedepan.

Permasalahan Pada Misi Kedua
Pendidikan, Prodira merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan dalam

rangka peningkatan sektor Pendidikan di Provinsi Gorontalo yaitu dengan

pemberian subsidi pendidikan. Namun sektor pendidikan ini masih dihadapkan oleh

berbagai permasalahan. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor

pendidikan antara lain yaitu: Masih terbatasnya kesempatan memperoleh

pendidikan; terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; masih

rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; belum

efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan. belum terwujudnya

pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Tantangan terbesar pada sektor pendidikan adalah perluasan akses serta

peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, meningkatkan pemerataan akses

terhadap pendidikan semua jenjang, meningkatkan pemerataan distribusi guru,

meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru dan meningkatkan

manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan secara

umum untuk meningkatkan APK dan APM jenjang pendidikan dari pendidikan dasar

hingga atas. Disamping itu perluasan akses pendidikan tidak hanya dari pendidikan

formal, namun juga diupayakan melalui peningkatan akses pendidikan informal,

pemberian soft skill untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan

sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan, permasalahan di sektor kesehatan adalah masih terbatasnya

aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada

kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil dan

perbatasan; pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih

terbatas; belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; masih tingginya

kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; belum
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terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan

kesehatan; belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran

sumberdaya mahusia kesehatan. Disamping itu, Gorontalo masih menghadapi

sejumlah masalah dalam hal sarana prasarana serta akses dan jangkauan

masyarakat, angka kematian ibu melahirkan angka kematian bayi, gizi kurang pada

balita, sanitasi dan akses air bersih serta ketersediaan tenaga pada bidang

kesehatan; masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan;

ditambah lagi dengan permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan

kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi

lintas sektor; pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum

dilakukan secara optimal dan belum tersedia biaya operasional yang memadai di

Puskesmas dan jaringannya. Semua hal tersebut merupakan tantangan yang harus

dihadapi dalam membangun sektor kesehatan.

Permasalahan Pada Misi Ketiga

Pertanian secara luas, Sektor pertanian Provinsi Gorontalo masih dihadapkan

pada permasalahan rendahnya produktivitas disektor pertanian khusus untuk,,
komoditi padi dan jagung, dimana produktifitas padi dan jagung tahun 2016

,
masing-masing sebesar 52,16 Ku/Ha' dari target yang ditetapkan untuk padi

,
sebesar 55,51 Ku/Ha dan 46,59 Ku/H~ dari target yang ditetapkan untuk jagung

sebesar 49,83 Ku/Ha. Untuk itu! tantangan kedepan adalah bagaimana

meningkatkan produktifitas pertania,n yang implikasinya pada peningkatan

Kesejahteraan petani yang diukur berdasarkan Nilai Tukar Petani. Untuk tahun

2016 Nilai Tukar Petani sebesar 105,95. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang

diterima pertani leih besar dibanding biaya yang dibayar petani.

Tantangan disektor pertanian lainnya adalah tidak ada surplus usaha yang berarti

bagi petani mengakibatkan sektor pertanian semakin terpinggirkan. Hasil dari

sensus pertanian menyatakan bahwa selama 10 tahun terakhir terjadi

pengurangan RTUP dari 133.083 RTUPtahun 2003 menjadi 122.515 ditahun 2013.

Penurunan tersebut terjadi dihampir seluruh sub sektor pertanian. Potret ini

mengisyaratkan bahwa sektor primer akan semakin terpuruk selrlng

berkembangnya sektor industry dan jasa. Permasalahan lainnya disektor pertanian

adalah alih fungsi lahan menjadi lahan industry dan perumahan. Hal ini

menyebabkan produksi pangan berfluktuasi. Oleh karenanya, optimalisasi usaha

pertanian wajib dilakukan. Namun pada kenyataannya, upaya optimalisasi usaha

pertanian masih terkend31a berbagai persoalan diantaranya adalah rendahnya

kualitas keterampilan SDM, kecilnya skala usaha, serta lahan pertanian yang makin

menyempit.

Dalam rangka pengembangan sektor pertanian secara luas seperti peningkatan

produksi dan produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan yang
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nantinya akan berdampak positif dalam menjamin ketahanan pangan daerah.

Upaya diversifikasi pangan perlu dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan

pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya loka!. Kedepan masih

terus dilakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta

perbenihan dan perbibitan; meningkatkan sarana prasarana produksi;

meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; mendorong

kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat petani; meningkatkan

pemanfaatan teknologi; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku

bunga rendah bagi petani/peternak kecil; melindungi dan meningkatkan kualitas

ternak sapi produktif dalam rangka mendukung pencapaian swasembada daging

sapi; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan;

menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan

penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan

meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim

dan pelestarian lingkungan hidup; kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan;

memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi

pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global; serta memperbaiki citra

petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Alam, dampak perubahan iklim

merupakan persoalan yang menjadi tantangan pokok dalam pengelolaan bencana

alam di Gorontalo. Hingga saat ini Permasalahan mendasar yang ada ialah masih

rendahnya usaha preventif didalam memperkecil kemungkinan timbulnya bencana,

masih maraknya penebangan liar (illegal logging) untuk membuka lahan baru dan

pertambangan liar (illegal mining) ya,ng berdampak pada kerusakan hutan dan

lingkungan serta pencemaran air, bel~m baiknya sistem drainase kota, sehingga

kebanyakan saluran tidak mampu menampung air, atau bahkan tersumbat

sehingga menyebabkan banjir. Untuk itu, upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan,

kawasan dan lahan kritis perlu ditingkatkan, sejalan dengan itu, sistem drainase

perlu diperbaiki, sehingga potensi ba~jir bisa diperkecil. Demikian halnya dengan

kapasitas kelembagaan bencana di da~rah sampai dengan tingkat kabupaten/kota,

yang harus terus ditingkatkan, peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana

yang sinergis antara pusat dan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan,

dan peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan

perlengkapan yang memadai. Sedangkan dalam pembangunan data & informasi

spasial untuk peta rawan bencana masih harus ditingkatkan kualitas dan

kuantitasnya.

Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok

yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran Iingkungan;
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(ii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelolai
I

masih rendahnya kesadaran masyarakati (iii) be!um terpadunya kebijakan

pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah
!

dalam pemanfaatan dan pengelolaan, ibertambahnya lahan kritis dan kerusakan

hutani (iv) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan

konservasii (v) pengawasan pemanfaatan ruang.

Permasalahan Pada Misi Keempat
Sosial, Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial

(ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial,

kemiskinan, dll), Masih kurangnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha

dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosiai terhadap masyarakat yang

rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat) dan Kurangnya lembaga masyarakat

yang peduli pada masalah kerawanan sosial merupakan persoalan - persoalan yang

menjadi perhatian dalam urusan sosial.

Kebudayaan, Lunturnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya

kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi, Rendahnya apresiasi

warga masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai kebudayaan daerah, Masih

kurangnya informasi dan pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah

merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kebudayaan daerah.

Pemuda dan ol"hraga, pembangunan pemuda dan olahraga masih akan

dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya partisipasi dan peran aktif

pemuda serta budaya dan prestasi olahraga. Berdasarkan itu, maka tantangan

pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun mendatang adalah

meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan

agen perubahan, menanggulangi masalah-masalah sosial seperti kriminalitas,

premanisme, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA),

serta penularan HIV dan AIDS, meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk

usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun, menurunkan tingkat pengangguran terbuka

(TPT) usia 15 tahun ke atas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan

olahraga, meningkatkan ketersediaan ruang terbuka olahraga, meningkatkan

jumlah dan kualias SDM keolahragaan, meningkatkan upaya pembibitan atlet

unggulan dan meningkatkan apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan

tenaga keolahragaan yang berprestasi.

Permasalahan Pada Misi Kelima I

Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan kemiskinan adalah program

prioritas Iintas bidang yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik itu oleh

kementerian/lembaga di pusat, maupun dinas teknis di tingkat daerah yang

didukung oleh para pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya

masyarakat maupun masyarakat ~endiri. Sehubungan dengan itu, tingkat
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kemiskinan yang dicerminkan oleh tingkat pendapatari di bawah garis kemiskinan

dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan cerminan dimensi non

pendapatan dari kemiskinah, merupakan hasil akhir dari berbagai upaya yang

dilakukan oleh berbagai pihak. Selain. itu, pencapaian tingkat kemiskinan pada

tahun tertentu merupakan rangkaian hasil dari upaya yang dilakukan tahun-tahun

sebelumnya secara konsisten dan kontinyu. Secara garis besar, jumlah penduduk

miskin pada tahun 2016 sebesar 203.690 jiwa atau 17,63 persen penduduk yang

berada dibawah garis kemiskinan.

Masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka

mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Masih banyak jumlah penduduk
i

miskin yang masuk kedalam kategori, hampir miskin dan kelompok ini sangat

rentan terhadap terjadinya gejolak sosjal ekonomi serta bencana alam, disamping
,

itu program-program penanggulanga~ kemiskinan yang dilaksanakan saat ini

belum optimal dalam memberikan ~kesempatan kerja yang permanen bagi

masyarakat miskin.

Disamping itu sesuai data Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin

pedesaan sebesar 24,30 persen sedangkan perkotaan sebesar ~,84 persen. Dari

data terse but menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada

dipedesaan. Oleh karenanya tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan

pemerataan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya

dipedesaan. Untuk mempercepat tingkat penurunan kemiskinan, maka perlu

diintensifkan upaya-upaya prefentif dan kuratif yang berbasis pemberdayaan

masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian d::1nkesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Umum, upaya meningkatkan capaian dalam hal otonomi daerah,

dan peningkatan pelayanan pada masyarakat persoalan yang masih mengemuka

adalah:

1. Efisiensi kelembagaan perangkat pemerintahan daerah masih perlu

ditingkatkan;
2. Perbaikan Pelayanan Publik melalui prinsip pelayanan prima dalam bentuk

pelayanan yang lebih berkualitas dengan Revolusi Mental;
3. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal;
4. Masih rendahnya kualitas penyusunan Peraturan Daerah;
5. Pengelolaan aset daerah belum tertata dengan baik;
6. Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
7. Masih kurangnya penelitian dan diseminasi hasil-hasil kajian yang berkontribusi

pada pembangunan daerah;

8. Kualitas aparatur daerah belum memadai;

9. Belum optimalnya manajemen kepegawaian daerah;

10. Tindak lanjut perjanjian kerjasama belum optimal;

11. Jumlah peneliti belum memadai;
12. Prasarana dan sarana penelitian belum memadai;
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, maka I<ebijakan ekonomi Provinsi

Gorontalo tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi dan mengatasi kemiskinan,

mengurangi pengangguran serta pemerataan distribusi pendapatan.

Untuk melaksanakan strategi pembangunan melalui langkCjh-langkah strategis di atas

tentunya perlu didasari oleh pemahaman yang komprehensif berkenaan dengan kondisi

ekonomi makro daerah dan trend perkembangannya yang tentunya menjadi dasar untuk

dilakukan perkiraanjproyeksi perkembangan ekonomi di tahuri 2018.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo

Perekonomian Gorontalo tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 31.823,65 miliar dan

PDRBper kapita mencapai Rp.27,65 juta,atau US$2.078133.

Ekonomi Gorontalo tahun 2016 tumbuh 6,52 persen lebih cepat dibanding tahun

2015 yang sebesar 6,22 persen. Dari slsi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai

oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan d~m Asuransi sebesar 18,45 persen. Dari sisi

pengeluaran perturnbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi

Lembaga Non Profit yang Melayani RumJh Tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,35 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2016 bi'la dibandingkan triwulan IV-2015 (y-on-y)

tumbuh sebesar 7,02 persen, lebih lambat bila dibandingkan periode yang sama

tahun sebelumnya yang sebesar 7,65 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2016 mengalami kontraksi 3,36 persen bila

dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan

oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang

mengalami kontraksi sebesar 12,26 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh

Komponen Ekspor.

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada

tahun 2016 tidak menunjukkan perubahanyang berarti. Pertanian, kehutanan dan

Perikanan (37,44 persen); Konstruksi (12,00 perseri); dan Perdagangan Besar-

Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,95 persen) masih mendominasi PDRB

Gorontalo.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2016,

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan

tertinggi sebesar 2,34 persen, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceraan dan

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,02 persen; dan kategori Jasa Keuangan

sebesar 0,68 persen.
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label 3.1
Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2015 & 2016 (Tahun Dasar 2010)
Haraa Berlaku Haraa Konstan

Lapangan Usalla Triw IY- Triw III- Triw IY- TriwIY- TrlwIII- TriwIY-
2015 2016 2016 2015 2016 2016

(1\ (2) 131 (4) (5) 16\ 17\

A Pertanian, Kehutanan, dan 2.516,05 3.307,87 2.910,05 1.848,49 2.362,01 2.072,43
Perikanan

B Pertambanaan dan Penaaalian 9817 9552 10213 77 08 73.41 7837

C Industri PenaOlahan 313 21 34045 337.40 22517 23842 236.92

D Penoadaan Listrikdan Gas 2,85 366 384 3,93 482 503

E Pengadaan Air, Pengelolaan 3,82 4,48 4,56 2,77 3,17 3,21
5amoah Limbah dan Daur Ulano

F Konstruksi 99010 96359 1.00938 74559 716.96 746.77

G Perdagangan Besar dan Eceran; 801,04 903,63 895,93 584,37 642,39 641,07
Reoarasi Mobildan 5eoeda Motor

H Transoortasi dan Peraudanoan 472 50 51009 50367 34062 36261 35911
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 170,71 184,34 189,10 125,74 133,91 136,98

Minum
J Informasi dan Komunikasi 19143 211 47 215 18 16656 180.38 184.59
K Jasa Keuanaan dan Asuransi 28288 33040 35653 21209 24224 258.57
L Real Estate 144 75 15558 15935 11209 11626 11912
M.N Jasa Perusahaan 738 795 802 544 5.72 577
0 Administrasi Pemerintahan, 640,05 596,71 615,09 526,77 483,48 501,86

Pertahanan dan Jaminan 50sial
Waiib

P Jasa Pendidikan 32246 318.99 33923 25353 24676 25500

Q Jasa Kesehatan dan Keglatan 271,79 289,46 290,99 209,42 219,38 220,21
50sial

R,S, Jasa lainnya 126,82 131,50 132,98 101,09 103,57 104,64
TU
Produk Domestik Regional Bruto 7.356,01 8.355,70 8.073,42 5.540,71 6.135,51 5.929,63
(PDRB\ .

Sumber: Badan Pusat Statlstlk Gorontalo

Tabel3.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB

Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2016 (oersen)

Triw III- 2016 Triw IV-2016 Triw IY-2016
Lapangan Usaha Terhadap Triw Terhadap Trlw Terhadap Trlw

II-2016 III-2016 IY-2015
(1) (2) 13 (4)

A Pertanian, Kehutanan, dan -12,26 12,12 6,43
Perikanan

B Pertambanaan dan Penaaalian 6.76 1,67 0,08
c Industri Penoolahan -0.63 5,22 6,58
D Penoadaan Listrik dan Gas 428 2782 1204
E Pengadaan Air, Pengelolaan 1,20 16,12 14,92

Sampah, Limbah dan Daur
Ulana

F Konstruksi 416 016 509
G Perdagangan Besar dan -0,21 9,70 9,91

Eceran; Reparasi Mobil dan
Seoeda Motor

H Transnortasi dan Peroudanaan -097 543 647
I Penyediaan Akomodasi dan 2,29 8,94 8,71

Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 233 10 82 1023
K Jasa Keuangan dan Asuransi 6.74 21,91 18.45
L Real Estate 2.46 6.29 8.31
M,N Jasa Perusahaan 0.74 5,96 591
0 Administrasi Pemerintahan, 3,80 -4,73 -0,09

Pertahanan dan Jaminan Sosial
Waiib

P Jasa Pendidikan 3.34 058 378
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,38 5,15 8,48

Sosial
R,S, Jasa lainnya 1,03 3,51 3,54
TU
Produk Domestik Regional Bruto -3,36 7,02 6,52
fPDRB)

Sumber. Badan Pusat Stat/stlk Provms/ Gorontalo
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Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan
r

indikator pendapatan per kapita atau pe(capita income. Semakin tinggi pendapatan

yang diterima penduduk di suatu wilay~h, maka tingkat kesejahteraan di wilayah
I

yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor
i

produksi dan transfer yang mengalir i keluar sama dengan pendapatan faktor

produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan

PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data

pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun

peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel 3.3 dibawah belum

menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum.

Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas

dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi.

Tabel3.3
PDRBPerkapita Gorontalo Tahun Dasar 2010

Tahun 2015 - 2016

PDRB Perkapita 2015 2016

Atas Dasar Harga Berlaku
25.181.098,75 27.654.340,21(Rupiah)

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo

Inflasi, Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2016 secara

umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarl<an hasil pemantauan BPS Provinsi

Gorontalo, perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2016

secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga terutama pada kelompok bahan

makanan. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 121,21 pada bulan

November 2016 menjadi 121,78 pada bulan Desember 2016 menyebabkan inflasi

sebesar 0,47 persen. Laju inflasi tahun kalender 2016 sebesar 1,30 persen dan

inflasi "year on year" (Desember 2016 terhadap Desember 2015) sebesar 1,30

persen.

Inflasi Kota Gorontalo menjadi barometer inflasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo.

Inflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks/inflasi pada enam

kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,17 persen;

kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,11 persen;

kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,31 persen; dan

kelompok kesehatan sebesar 0,17 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan

olahraga 0,06 persen dan kelompom transport, komunikasi, dan jasa keuangan

sebesar 0,45 persen. Kelompok yang :mengalami penurunan indeks/deflasi yaitu

kelompok sandang sebesar -0,11 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami ,kenaikan harga selama bulan Desember

2016 antara lain: mie kering instant, :daging ayam kampong, daging ayam ras,

daging sapi, bandeng/bolu, baronang,: bubara, cakcllang/sisik, cumi-cumi, deho,
I
I
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kakap merah, kembung/gembung/banyar/gembolo/aso-aso, udang basan, galafea,

ikan asin belah, teri, susu bubuk, susu untuk balita, susu untuk bayi, telur ayam

kampong, telur ayam ras, kClngkung, kentang, ketimun, tomat sayur, wortel, kacang

tanah, jeruk, pisang, bawang merah, bawang putih, kecap (isi), kemiri, cabai rawit,

jahe, kunyit, kembang gula, teh, rokok kretek, rokok kretek filter, rokok putih, cat

tembok, seng, tariff listrik, sabun cair/cuci piring, sabun detergen bubuk, baju kaos

berkerah laki-laki, celana dalam pria, kemeja panjang katun laki-laki, ce!ana panjang

jeans wanita, baju anak ste!an, obat dengan resep, obat flu, shampoo, bimbingan

belajar, kertas HVS, sepatu olahraga pria, angkutan udara, bensin dan tariff telepon

seluler.

Penaeluaran (2012 = 100)
I Inflasi

Laju

Kelompok / Sub
IHK IHK IHK Desember '16 Inflasi YoY

No Desember November Desember Thn
kelompok I (P to P) kalender

20i5 2016 20i6 1) 2) 3)

1 2 3 ,4 5 6 7 8
UMUM 120,22 121.21 121.78 0,47 1,30 1,30

1 Bahan Makanan 125,01 126.50 127.78 1,17 238 2.38
2 Makanan Jadi, 124,44 128,72 128,86 0,11 3,55 3,55

Minuman, Rokok dan
,

Tembakau
3 Perumahan, Air, 114,86 115,76 116,12 0,31 1,10 1,10

Listrik, Gas dan Bahan
Bakar

4 Sandana 110.85 113.66 11353 -0,11 2,42 242
5 Kesehatan 115.30 120.49 12069 0.17 4.67 467
6 Pendidikan Rekreasi 108,10 108,94 109,01 0,06 0,84 0,84

dan Olahraaa
7 Transpor, komunikasi 126,32 122,62 123,17 0,45 -2,49 -2,49

dan iasa keuanaan

Tabel3.4
Laju Inflasi Kota Gorontalo Deserrtber2016, TatJunKalender 2016 dan

Desember 2016 Terhadap Desember 2015 menurut Kelompok
I

Sumber : 8adan Pusat Statistik Provinsi Goronta/o
1) In/lasi Paint ta Paint (P to P) - Perubahan Indeks Desember 2016 terhadap Indeks Navembe, 2016
2) laju In/lasi / In/las; Tahun kalender - Perubahan Indeks Desember 2016 terhadap Indeks Desember 2015
3) In/las; Year an Year (Y an Y) - Perubahan Indeks Desember 2016 terhadap Indeks Desember 2015

Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Desember

2016 antara lain: tepung terigu, ekor kuning, laying/benggol, malalugis/sohiri,

selar/tude, susu kental manis, bayam, daun bawang, kacang panjang, kol

putih/kubis, sawi hijau, terong panjang, kacang hijau, alpukat, gula merah, jeruk

nipis/limu, lada/merica, cabai merah, minyak goreng, gula pasir, kayu lapis, kompor,

mukena, celana pendek, emas perhiasan, obat batuk, vitamin, buku tulis bergaris

dan sepatu olah raga anak-anak. Pada bulan Desember 2016 masing-masing

kelompok komoditas yang memberikan andil/ sumbangan inflasi adalah sebagai

berikut : kelompok bahan makanan sebesar 0,2821 persen, kelompok makanan jadi,

minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,0175 perser), kelompok perumahanm air,

listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,0848 persen, kelompok sandang sebesar -

0,0056 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,0069 persen, kelompok pendidikan,
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rekreasi dan olahraga sebesar 0,0029 persen, dan kelompok transport, komunikasi
dan jasa keuangan sebesar 0,0835 persen.

Selain pendapatah perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau Gini

Ratio telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran

masyarakat. Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat

ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Provinsi Gorontalo yang ditahun

tahun 2013 berdasarkan perhitungan BPSberada di angka 0,43 bisa ditekan hingga

turun pada angka 0,40 di tahun 2014 dan membaik di tahun 2015 di angka 0,32.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara lapisan penduduk

di Gorontalo sudah mulai dapat diminimalisir.

Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gorontalo juga dapat dilihat dari kondisi

ketenagakerjaan dan kemis!<ihan.

Pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2016 mencapai

2,76 persen (dari angkatan kerja), mengalami penurunan dibandingkan Februari

2016 sebesar 3,88 persen atau TPT Agustus 2015 sebesar 4,65 persen. Sementara

jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 mencapai 562.196 orang, berkurang

1.206 orang dari keadaan Februari 2016 sebesar 563.402 orang, atau bertambah

44.408 orang dari keadaan Agustus 2015 sebesar 517.788 orang. Uraian jelas

mengenai pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel dibawah ini.
I

Tabel3.5
Penduduk ProvinsiGorontalo Berumur 15 tahun keatas

menurut Jenis kegiatan

Sumber: BPSProvmsi Gorontalo

, 2015 2016
Kegiatan Utama ~ebruari AClustus Februari AClustus

AnClkatan Keria 534.012 517.788 563.402 562.196
Bekeria S17.687 493.687 541.549 546.668
Penaanaauran 116.325 24.101 21.853 15.528

Bukan Anakatan Kerja 270.619 295.718 257.849 265.935
Sekolah '70.311 78.825 79.484 75.928
Menqurus Rmah Tanqqa 166.751 185.526 152.535 168.119
Lainnya .33.557 31.367 25.830 21.888

Total Penduduk Berumur 15 804.613 813.506 821.251 828.131
Tahun ke atas
Tingkat Pengangguran Terbuka 3,06 4,65 3,88 2,76
(TPT)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 66,37 63,65 68,60 67,89
(TPAK)
Pekeria Tidak Penuh 147.329 140.344 139.239 140.242

..

Kemiskinan, Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo September tahun

2016 sebesar 17,63 persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2016

. sebesar 17J2 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 0,09 persen. Jumlah

penduduk miskin September 2016 di Provinsi Gorontaio sebanyak 203,69 ribu jiwa,

sementara jumlah penduduk miskin Maret 2016 sebanyak 203,19 ribu jiwa. Dengan

demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2016-

September 2016 bertambah sebanyak 500 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk
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miskin di perkotaan mencapai 60 jiwa, sedangkan kenaikan jumlah penduduk miskin

di perdesaan sebesar 560 jiwa. Penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada

September 2016 sebagian besar masih tinggal di perdesaan yaitu sebesar 88,21

persen dan sisanya 11,79 persen tinggal di wilayah perkotaan dari total jumlah

penduduk miskin.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa pada periode Maret 2016-September 2016

terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,72 persen menjadi 17,63

persen. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata

pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,787 pada September 2016, yang

sebelumnya pada Maret 2016 sebesar 4,116. Kondisi ini menggambarkan bahwa

rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis

kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi

penurunan dari 1,466 pada Maret 2016 menjadi 0,649 pada September 2016. Hal ini

menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu

sendiri semakin keei!.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2016 sebesar Rp284.232 per kapita

per bulan dan pada September 2016 menjadi Rp286.968 per kapita per bulan, yang

berarti naik sebesar Rp2.736 per kapita per bulan atau naik sebesar 0,96 persen.

Pada September 2016, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp211.756 dan

perdesaan sebesar Rp226.546. Disini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di

perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila diperhatikan

GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp75,400 dan perdesaan sebesar Rp59,453

maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM eenderung lebih tinggi. Hal ini berarti

penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi

daripada penduduk perdesaan. Hal ini tentunya dipehgaruhi oleh kebutuhan non

makanan di perkotaan seperti perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan serta

jasa lebih banyak dan harganya lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.

Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis

Kemiskinan di perkotaan September 2016 sebesar Rp287.156 per kapita per bulan

dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebe~ar Rp285.999 ~er kapita per bulan.
! .
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Tabel3.6
Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo menurut Daerah

Tahun 2016

Rincian Garis Kemiskinan (RD/kaDita/bulanl
Makanan I Bukan Mal<anan Total

Perkotaan I

Maret 2016 209.232 i 75.076 284.308
September 2016 211.756 I 75.400 287.156
Perubahan (%) 1.21 I 0.43 l.00
Perdesaan

Maret 2016 224.958
, 59.232 284.190

5eotember 2016 226.546 , 59.453 285.999
Perubahan (%) 071 037 064
Kota+Desa
Maret 2016 219.469 64.764 284.232
September 2016 221.772 65.196 286.968

1.05 0,67 0,96
Sumber: BPS Provinsi Goronta/o

Selain indikator kemiskinan dalam bentuk persentase dan jumlah penduduk miskin

yang dijadikan sebagai dasar pengukuran kemiskinan, sebenarnya terdapat dimensi

lain atau indikator lain dari kemiskinan itu sendiri, yaitu Tingkat Kedalaman

Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks.

Periode Maret 2016- September 2016 terjadi penurunan persentase penduduk

miskin dari 17,72 persen menjadi 17,63 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan

berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis

kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,787

pada September 2016, yang sebelumnya pada Maret 2016 sebesar 4,116. Kondisi ini

menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat

selisihnya dengan garis kemiskinan.

Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan

dari 1,466 pada Maret 2016 menjadi 0,649 pada September 2016. Hal ini

menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu

sendiri semakin keell.

Tabel3.7
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Indikator Maret
2016

1,466

September
2016

0,649 -0,816

Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo ditahun 2016 masih menunjukkan

peningkatan yang baik, tumbuh lebih cepat dibanding tahun 2015 dan masih berada
I

I

,,
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diatas capaian pertumbuhan ekonomi secara nasional, maka perkiraan kondisi

indikator perekonomian Gorontalo pada tahun 2017 diuraikan dalam tabel 3.8

dibawah ini.

Tabel3.8
Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gororltalo Tahun 2017

No Indikator Perkiraan caDaian tahun 2017

Pertumbuhan Ekonomi
6.81-7.10 %

1.

Inflasi
4 -7 %

2.

3. Penduduk miskin
17,1 %

Tinqkat oenqanqquran terbuka
2.7%

4.

PDRBoer kaoita ADHB (Rn)
30.128.680

5.
Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo, (diolah)

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEKPEREKONOMIANDAERAH2017 DAN TAHUN 2018

Global, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 2,4 persen

dari prakiraan pada bulan Januari, yakni 2,9 persen. Langkah ini diambil akibat

melambatnya pertumbuhan di Negara-negara maju , harga komoditas yang tetap
,

rendah, lemahnya perdagangan global d.!marus modal yang berkurang.

Menurut laporan terbaru Global Economic Prospects, Negara berkembang dan

Negara berkembang pengekspor komoditas berupaya keras beradaptasi terhadap

jatuhnya harga minyak dan komoditas utama lain, dan ini menjadi penyebab separuh

dari revisi pemangkasan. Pertumbuhan di Negara-negara tersebut tahun ini

diproyeksikan 0,4 persen, jauh lebih rendah dari proyeksi pada bulan Januari sebesar

1,2 persen.

Pertumbuhan yang lambat ini kembali menegaskan betapa pentingnya bagi Negara

untuk menerapkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan

memperbaiki kesejahteraan mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim.

Pertumbuhan ekonomi adalah motor utama pengurangan kemiskinan. Karena itu

kami prihatin ketika pertumbuhan di Negara-negara pengekspor komoditas

berkurang akibat tekanan terhadap harga komoditas.

Negara berkembang yang mengimpor komoditas lebih tahan daripada Negara

pengekspor, meski keuntungan dari turunnya harga energy dan komoditas lain

belum terlalu terasa. Pertumbuhan mereka diproyeksikan sebesar 5,8 persen pada

2016, berkurang sedikit dari angka 5,9 persen pada 2015, seiring dengan rendahnya

harga energy dan mulai pulihnya ekonomi Negara-negara maju yang telah

mendukung kegiatan ekonomi.

Diantara Negara-negara berkembang yang besar, pertumbuhan Tiongkok

diperkirakan berkisar antara 6,7 persen pada 2016 setelah tahun lalu berada di

angka 6,9 persen. Ekspansi ekonomi India yang besar diperkirakan akan stabil di

angka 7,6 persen. Brazil dan Rusia diproyeksikan berada pada resesi yang lebih
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dalam dibanding prakiraan bulan Januari. Afrika Selatan diperkirakan tumbuh sekitar

0,6 persen pada 2016, 0,8 persen lebih lambat dibanding proyeksi pada bulan

Januari.
Menurut laporan Global Economic Prospects, peningkatan signifikan dalam sector

kredit swasta - didorong oleh suku bunga rendah dan meningkatnya kebutuhan

pembiayaan, yang belakangan ini semakin tinggi - ikut mempertajam potensi risiko

bagi beberapa Negara berkembang.
Seiring dengan upaya Negara-negara untuk mengatasi tantangan, Negara-negara di

Asia Timur dan Tenggara tumbuh solid, seperti halnya Negara-negara berkembang

pengimpor komoditas di seluruh dunia. Namun, satu perkembangan yang perlu

diantisipasi adalah pesatnya tingkat hutang swasta di beberapa Negara berkembang.

Saat tren pinjaman melonjak, tidak mengherankan jika tingkat pinjaman macet,

sebagai bagian naiknya pinjaman sebanyak empat kali Iipat.

Dalam situasi pertumbuhan yang melamban ini, ekonomi global menghadapi risiko-

risiko lebih besar, diantaranya pelambatan lebih lanjut pada negara-negara

berkembang, perubahan besar pada sentimen pasar finansial, stagnasi pada negara-

negara maju, periode rendahnya harga komoditas yahg lebih lama dari perkiraan,

risiko geopolitis berbagai negara, dan kekhawatiran terhadap efektivitas kebijakan

moneter dalam mendorong pertumbuhan. Laporan ini memperkenalkan cara untuk

mengkaji risiko-risiko terhadap proyeksi global dan menemukan bahwa situasinya

lebih condong ke penurunan dibanding proyeksi bulan Januari lalu.

Prospek pertumbuhan yang lambat di negara-negara berkembang akan

memperlambat, atau bahkan memutar balik kemajuan yang telah dicapai dalam

mengejar tingkat pendapatan agar setara dengan hegara-negara maju. Namun

selama tiga tahun terakhir, beberapa negara berkel11bang pengimpor komoditas

mampu mempertahankan stabilitas danpertumbuhan.

Ekonomi Nasional, Perekonomian Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih

tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Pertumbuhan terjadi pada

seluruh lapangan usaha. Jasa Keuangan dan Asuransi mencapai pertumbuhan

tertinggi sebesar 8,90 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,87

persen dan Jasa Lainnya sebesar 7,80 persen.

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2016 didominasi

oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (20,51 persen),

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,45 persen), dan Perdagangan Besar-

Eceran, Reparasi Mobil Sepeda Motor (13,19 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016,

Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,92 persen,

diikuti Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil Sepeda Motor sebesar 0,53 persen

dan Konstruksi sebesar 0,51 persen.
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I

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2016 masih didominasi

kelompok Provinsi di Pulau Jawa yang. memberikan kontribusi terhadap Produk

Domestik Bruto sebesar 58,49 persen, kel11udiandiikuti oleh Pulau Sumatera sebesar

22,03 persen, Pulau Kalimantan 7,85 persen dan Pulau Sulawesi 6,01 persen, dan

sisanya 5,59 persen di pulau-pulau lainnya.

Ekonomi Gorontalo, Perekonomian Gorontalo pada triwulan II 2.016 tumbuh

sebesar 5,40% (yoy) tercatat mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan

triwulan I 2016 yang tUl11buh sebesar 6,61% (yoy). Dari sisi penggunaan,

perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh perlambatan kinerja ekspor yang

disebabkan penurunan hasil produksi di sektor pertanian terutama komoditas jagung

yang merupakan komoditas utama Gorontalo yang di ekspor ke luar negeri. Selain

itu perlambatan pertumbuhan juga disebabkan oleh perlambatan kinerja investasi

pada triwulan II 2016 seiring belum optimalnya realisasi belanja modal pemerintah.

Disisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh

peningkatan di seluruh komponen konsumsi disebabkan oleh terjaganya daya beli

masyarakat akibat peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi swasta nirlaba

tercatat tumbuh seiring dengan adanya bulan puasa Ramadhan di bulan Juni 2016.

Sedangkan dari sisi penawaran, perlambatan terjadi di sebagian lapangan usaha

utama perekonomian Provinsi Gorontalo yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan,

dan perikanan yang mengalami kontraksi, lapangan usaha konstruksi juga tumbuh

melambat akibat adanya pemotongan anggaran pada dana belanja modal konstruksi
I

pemerintah dan minimnya realisasi belanja investasi pemerintah terhadap proyek-

proyek strategis. Disisi lain, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi

mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan,

jaminan sosial mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan laporan seiring

meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga mendorong peningkatan

permintaan masyarakat pada triwulan laporan.

Memasuki triwulan III 2016, perkembangan berbagai indikator terkini

mengindikasikan arah pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang mengalami perbaikan.

Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian seiring dimulainya musim panen di

akhir triwulan III 2016 dan realisasi gaji keempatbelas di awal triwulan III 2016

diperkirakan menjadi faktor pendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang

pada akhirnya meningkatnya kinerja sektor konsumsi rumah tangga dan kinerja

lapangan usaha perdagangan seiring adanya perayaan hari raya keagamaan (Idul
I

Fitri dan Idul Adha) dan dimulainya t~hun ajaran baru anak sekolah tahun ajaran

2016, Selanjutnya, percepatan realisas~belanja pemerintah terutama belanja modal

dan belanja barang dan jasa di triwul~n III diperkirakan akan meningkatan kinerja

sektor konstruksi seiring dengan telah selesainya proses pengadaan barang dan jasa

serta dimulainya pelaksanaan pekerjaan proyek infrastruktur di Provinsi Gorontalo.
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Disamping itu, dengan kondisi dan dinamika nasional yang diyakini makin kuat serta

mulai membaiknya perekonomian global beberapa tahun terakhir ini, secara makro

pada tahun 2017 - 2018 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo di

prediksi masih dalam kondisi baik, berdasarkan hal tersebut, maka indikator makro

ekonomi Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel.3.9
Proyeksi Indikator Makro ProvinsiGorontalo 2017 - 2018

Proyeksi
Indikator 2017 2018

Pertumbuhan Ekonomi , 6.81- 7.10 % 7.39 - 7.68

Kemiskinan 17,1 % 16,57%

Tingkat Pengangguran Terbuka 2.7% 2.64

PDRB Perkapita 30.128.680 32.603.020

Inflasi 4-7% 4-7%

Sumber.' Bappeda Provinsi Gorontalo (diolah)

Kedepan Provinsi Gorontalo akan fokus pada kebijakan pembangunan ekonomi yang

diarahkan untuk membuat struktur ekonomi yang kuat agar terjadi peningkatan

kesejahteraan masyarakat, mengupayakan pembangunan yang inklusif agar

kesejahteraan lebih merata dan lebih berkeadilan, sehingga pertumbuhan ekonomi

yang tercipta terjadi secara berkelanjutan. Penguatan konomi tersebut akan

diupayakan melalui penguatan sektor primer dan mendorong industria/isasi

pengo/ahan di berbagai wi/ayah sesuai keunggulan wilayah juga modernisasi

sektor jasa yang didukung oleh ketersediaan layanan infrastruktur yang

memadai. Pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, antara lain dengan

penguatan peranan UKM yang lebih besar, peningkatan jumlah kesempatan

kerja, khususnya tenaga kerja produktif (decent jobs), dan berkembangnya

akses keuangan ke masyarakat (financial inc/usion). Selanjutnya ketahanan ekonomi

juga dibangun di samping terus menjaga stabilitas makro juga dengan terus

membangun ketahanan pangan dan ketahanan air serta meningkatkan sector

pariwisata dan mendorong masuknya investasi.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan

daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Oleh

karenanya penyusunan APBD harus pula memperhatikan peran dan fungsi APBD

sebagai instrument otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan

fungsi stabilisasi.

Secara umum kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada

peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai

dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial
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dikelola ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan

dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan

pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah

perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana

pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif mem6erikan perhatian kepada isu

dan permasalahan strategis secara tepat.

Terkait dengan hal tersebut maka anggaran pendapatan daerah dalam struktur

APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada

publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih

merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Arah

pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018 yaitu mobilisasi

sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya.

Sementara kebijakan keuangan daerah dalam sisi beianja daerah diarahkan pada

peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap

menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja

daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai

dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-

program strategis daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan keuangan daerah mengacu pada

Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025 yang

telah prioritas prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2018 sebagaimana arahan

yang terkandung didalam RPJPD 2007 - 2025. Kebijakan anggaran belanja Tahun

Anggaran 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang

proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah

Provinsi Gorontalo berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada

hasil), untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas

efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan kinerja dirumuskan pada

tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan kinerja pelayanan

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang

direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan

kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan

belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018 akan inengakomodir prioritas sector

berdasarkan permasalahan dan potensi utama daerah dalam rangka menyiapkan

pijakan awal bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode 2018 - 2022

Prioritas pembangunan daerah tersebut sebagai berikut:
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1. Pendidikan, yang difokuskan pada :
a. Meningkatkan layanan pendidikan dasar berkualitas.

b. Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui:

Peningkatan ketersediaan SMAjSMKjMA di kecamatan kecamatan- yang belum

memiliki satuan pendidikan menengah, dengan pembangunan USB dan

penambahan RKB; Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa.

c. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi daerah dan memperluas akses

masyarakat miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

d. Peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk

pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan.

e. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru.

2. Kesehatan, diarahkan pada aspek:

a. Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Keluarga, terutama Ibu, Anak, Remaja,

dan Lanjut Usia yang Berkualitas serta Pelayanan Gizi Masyarakat;

b. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan, kesehatan kerja

dan olahraga, melalui Peningkatan pelaksanaan STBM di kabupatenjKota;

Peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan Peningkatan kesehatan Iingkungan

dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene;

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja;

d. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa;

e. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang

Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta);

f. Meningkatan Akses dan mutu fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan

yang Berkualitas;

g. Pelayanan Kesehatan Rujukan;

h. Meningkatkan Ketersediaan, Penyeoaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia

Kesehatan;

i. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi

dan Alat Kesehatan;

j. Meningkatkan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan.

3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, akan diupayakan melalui:

a. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi

untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada Koridor Ekonomi,

Kawasan Industri Khusus, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-

koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata);

b. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan

transportasi;
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C. Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan

mendorong tingkat Iiterasi dan inovasi TIK di masyarakat;

d. Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi nasional

(jalan, bandara pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, dan kereta

api ekonomi);
e. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta Desa

tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses

jalan, jembatan ke ke pusat pendidikan, kesehatan dan sentra produksi pertanian

dan perikanan;
f. Pembangunan Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan

energy ketenagalistrikan;

g. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.

4. Peningkatan Ekonomi, akan didorong melalui :

a. Penguatan sektor primer dan mendorong industrialisasi pengolahan komoditi

pertanian dan perikanan;

b. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;

c. Pembangunan pariwisata, melalui peningkatan prombsi pariwisata, pembangunan

destinasi pariwisata serta memperkuat kelembagaan pariwisata;

d. Meningkatkan ketahanan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan dan

perikanan serta ketahanan air;

e. Peningkatan daya £aing tenaga kerja;

f. Peningkatan Pertumbuhan investasi di daerah dan membaiknya proses perizinan

investasi;

g. Penanggulangan Kemiskinan melalui Penyelenggaraan perlindungan sosial yang

komprehensif, mengurangi kesenjangan akses pelayahan dasar, dan Meningkatnya

kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan

ekonomi produktif.

5. Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah, akan didorong melalui:

a. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi strategi yang akan

ditempuh antara lain: pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan

(Grand Design dan Road Map) yang telah dirumuskan; perluasan dan fasilitasi

pelaksanaan RB pada seluruh instansi.

b. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASNj yang transparan, kompetitif.

melalui pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen

dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan leT;
penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi

secara terbuka, kompetitif, dan I berbasis kompetensi; penerapan sistem

manajemen kinerja pegawai.
,

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik
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Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain: penguatan kerangka
kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan

swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintergrasi; penerapan

teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi

pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan

perizinan; pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan

penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik,

yang meliputi pemantauan, evaluasi( penilaian, dan pengawasan, termasuk

pengawasan oleh masyarakat.

6 .. Pengembangan Budaya dan Keagama~n,dilakukan l11elalui:

a. Peningkatan potensi nilai informas/ dan promosi warisan budaya serta
I

pemanfaatannya.

b. Pendayagunaan warisan budaya untuk ~esejahteraan rakyat.

c. Peningkatan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap

fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan

langsung (hibah).

7. Peningkatan kualitas lingkungan Hidup

a. Peningkatan kapasitas pengelolaan Iingkungan hidup di daerah dan penegakan

hukum lingkungan;

Menjaga kualitas lingkungan hidup (i) pengendalian pencemaran Iimbah ke badan air

dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari Iimbah

domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (sungai,

situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto (vi) pengendalian pencemaran

udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii) peningkatan upaya

. penurunan emisi gas rumah kaca, dan (viii) peman~auan kualitas udara ambien

Peningkatan tutupan lahanjhutan.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

a. Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2015- 2018.

Pada tahun 2015 realisasi pendapatan daerah sebesar

Rp1,389,324,212,789.95, tahun 2016 (sebelum audit BPK RI) sebesar

Rp1,595,099,203,009.91 dan tahun 2017 ditargetkan sebesar

Rp1,696,470,164,OOO.OO Perkembangan reaiisasi pendapatan daerah serta

realisasi sementara tahun 2016 (sebelum di auqit BPK RI) dapat dilihat pada

Tabel 3.10 dan Tabel 3.11 berikut.
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Tabe13.10
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun 2015 SID 2018
% % Rata2

No Uralan 2015 2016 (Data 17 Jan 17) ,-_. 2017 ------_.
t t Kenalkan

1 PENDAPATAN 1,389,324,212,789.96 1,595,099.203,009.91 14.81 1,~96,4 70 ,164,000 .00 6.36 10.68

1.1 PAD 289,657,151,141.95 324,240,721,492,91 11.98 366,398,685,000.00 9.92 10.95

tt1 Paja< Daerah 260.996,261.660.00 280,547,015,001.23 7.49 326,098,685,000.00 15,24 11.86

tt2 Relribusi Daerah 4,072,217,71).00 6,022,350,233.00 47.89 6,000,000,000.00 (0.37) 23.76

H;asilPa"gelola<n
~CI'IDaa'"MY9 3,'21,275,405.00 2,'01,314,049.00 100.00 4,000,000,000.00 90.36 9518

tt3 dipiscHta1

tt4 Larl-lEin PAD Y8"Q s81 2\307,396,366.95 35,570,041,709.68 66.94 20,300,000,000,00 (42.93) 12.00

1.2 Dana Perlmbangan 934,046,394,149.00 1,230,506,234,043.00 31.74 1,332,071,479,000.00 8.26 20,00

Dena Bagi l-2sil P.,a< I 20,766,783,149,00 27.939,248,043.00 34.54 33,691,177,000.00 20.59 27.56
12.1 bagi t\$i1 bOOr'l p~a<

12.2 DAU 845,395,651,000.00 884,557,753,000.00 4.63 884,5fil,753.000.00 2.32

12.3 OAK Fisik 67,883,960,000.00 95,304,533,000.00 40.39 1)6,209.000,000.00 1144 25.92

12.3 OAK Non Fisik 2.22,704,700,000,00 307,613,549,000.00 38.13 19.06

Lain-ialn
Pendapatan Oaerah 166,720,667,499,00 40,352,247,474,00 (76,66) 8,000,000,00 a ,0 0 (80,17) (77.91)

1.3 yg Sah

13.1 Hban 652,487.633.00 548,007,474.00 ('S.O~ 500,000,000.00 (6.76) (12.39)

Ocra p enyesua31 dm 135,068.119,866.00 39,804,240,000.00 (75.89) 7,500,000,000.00
13.2 otororri ktusus

(8t'S) (78.52)

BCI1la'l kw<ngErl dan
provinsl alar P~a

13.3 Larnya

DarapqLBErI
irtraslnJdll" den prasirla I .

13.4 d •••.ah

Dana tartutm
p~hasilanbagj GURU I

13.5 PNSD

13.6 PerdCflala1 d<na dcrll"a

Sumber: Dmas Keuangan dan Aset Daerah Provinsl Goronta/o
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TabeI3.11
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016

(Data 17 Jan 2016, Sebelum Hasil Pemeriksaan BPK RI)

URAlAN ANGGARAN REAlISASI fl. %

PENDAPATAN 1,676,010,907,814,69 1,595,099,203,009.91 (80,911,704,804.78) 95.17

PENDAPATAN ASU DAERAH 357,884,605,814,69 324,240,721,492.91 (33,643,884,321.78) 90.60

PooJapatan Pajak Daerah 319,889,262,401.65 280,547,015,501.23 (39,342,246,900,42) 87.70

Hasil Retribu~ Daerah 6,000,000,000,00 6,022,350,233.00 22,350,233.00 100.37

Ha~1 peJ'I,)eJolaan Kel<ayaan Daerah yang Dipisahkan 4,000,000,000,00 2,101,314,049,00 (1,898,685,951.00) 52,53

Lain.lain Peooapatan Asli Daerah yang Sah 27,995,343,413.04 35,570,041,709.68 7,574,698,296,64 127,06
,

DANA PERIM8ANGAN 1,277,822,062,000,00 1,230,506,234,043.00 (47,315,827,957.00) 96.30

sagi Hasil Pajak/sagi Hasil Bukan Pajak 29,611,475,000.00 27,939,248,043.00 (1,672,226,957,00) 94.35

Dana A10kasiUmum 884,557,753,000.00 884,557,753,000.00 0,00 100.00

Dana A10kasiKhusus Fisik 137,653,434,000,00 95,304,533,000,00 (42,348,901,000.00) 69.24

Dana AIokasi Khusus Non Fisik 225,999,400,000.00 222,704,700,000,00 (3,294,700,000.00) 98,54

lAIN.lAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 40,304,240,000,00 40,352,247,474.00 48,007,474,00 100.12

Peooapatan Hibah 500,000,000,00 548,007,474.00 48,007,474.00 109,60

Dana Penyesuaian (Dana lnsentif Daerah) 39,804,240,000.00 39,804,240,000,00 0,00 100,00

Sumber .' Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa, meskipun pada tahun 2017

pendapatan daerah telah melampaui target RPJMp, dengan kenaikan rata-rata

sebesar 10,58%, namun peningkatan tersebut lebih banyak

dipengaruhi/disumbangkan oleh dana transfer pemerintah pusat berupa dana

perimbangan dan dana insentif daerah.

Hal sebaliknya terjadi pada pendapatan asli daerah, dimana pada tahun 2017

ditargetkan naik sebesar 9,92% dibanding realisasi tahun 2016 (sebelum audit

BPK-RI) atau lebih kecil dibandingkan dengan kehaikan realisasi antara tahun

2015 ke tahun 2016 yang mengalami kenaikan sebesar 11,98%.

Melambatnya pertumbuhan PAD tersebut disebabkan oleh beberapa Faktor

seperti, tidak stabilnya perekonomian nasional yang merambat sampai ke

perekonomian daerah, harga BBM yang berflluktuasi, pengalihan wajib pajak

kendaraan bermotor khususnya kerndaraan truck! pick up, dari kendaraan

pribadi menjadi kendaraan umun) (plat hitam ke plat kuning) dan beberapa

penyebab lain yang tidak dapat: diperkirakan pada waktu penetapan target,
pendapatan.

b. Kapasitas RiiI (Proyeksi) KemalT)puan Keuangan Daerah Untuk Pendanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018.

Penghitungan kerangka pendana~ln tetap berlandaskan pada Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
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Sumber: Dmas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan, khususnya kapasitas

riil untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah

pada RKPD 2018. Kapasitas riil Kemampuan Keuatlgan Daerah tersebut dapat
!

dilihat pada Tabel 3.12 berikut.
Tabe13.12

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
k d b hUntu Men anai Pem anc unan Daera Provinsi Goronta 0 2018

No Uraian 2017 Proyeksi
,

1 Pendapatan 1,831,692,829,014.00 1,840,651,736,418.60

2
PencairanDanacadangan(sesuai - -
Perda)

3
SisaLebihRiilPerhitunganAnggaran 10,415,469,650.00 1,131,868,226.43

TotalPenerimaan 1,842,108,298,664.00 1,841,783,604,645.03

Dikurangi
Belanjadan PengeluaranPembiayaan 1,094,339,234,901.87 1,137,964,785,923.91

4 yang Wajib dan Mengikat serta
'" --

7 KapasitasRiiI 747,769,063,762.13 703,818,818,721.12r
Sementara rincian belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan

mengikat serta prioritas utama pada RKPD 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.13

berikut.
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Tabe13.13
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib

dan Mengikat serta Prioritas utama
Data Tahun Dasar

Proyeksl
(Rp)

No Uraian
2017 2018

(Rp)

A Belanja TidakLangsung 1,034,870,651,628.87 1,075,444,495,908.06

1 Belanja Pegawai 571,774,213,560.07 601,498,859,491.69

2 Belanja Subsidi
. .

3 Belanja Hibah (data diolah) . 296,034,032,500.00 299,882,474,922.50

4 Belanja Bansos 2,103,000,000.00 2,709,923,914.34

5 Belanja bagi hasil Kab/Kota 148,635,022,694.80 156,066,773,829.54

6 Bantuan Keuangan (data diolah) 11,324,382,874.00 10,286,463,749.99

7 Belanja Tidak Terduga (antisipasi bencana) 5,000,00p,000.00 5,000,000,000.00

B Belanja Langsung 56,892,183;i73.00 61,020,290,015.85

1
Belanja honorarium PNSkhusus untuk guru dan - -
tenana medis. (hanva Guru'

2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3,307,500,000.00 3,760,569,524.20

3
Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor 53,584,683,273.00 57,259,720,491.65
seperti Iistrik, air, telepon dan sejenisnya )

4
Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada . .
kontrak iannka naniannnva'

5
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor ( .
yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

C Pengeluaran Pembiayaan 2,576,400,000.00 1,500,000,000.00

1 Pembentukan Dana Cadangan - -
2 Pembayaran pokok utang - .

3 Penyertaan Modal Pada PT bank Sulut 2,576,400,000.00 1,500,000,000.00

TOTAL BELANJA WAllB DAN PENGELUARAN
YANG WAllB MENGlKAT SERTA PRlORlTAS 1,094,339,234,901.87 1,137,964,785,923.91
I,,¥ ••••

Sumber: Oinas Keuangan dan Aset Oaerah Provinsi Gorontalo

Selanjutnya rencana penggunaan kapasitas riil Kemampuan keuangan

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut.
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f'royeksi

No Uraian 2018
(Rp)

•••.apasnas rill Kemampuan

I keuangan
703,818,818,721.12

Kencana alo""l<as.penge,uaran
prioritas I

Il.a Belanja Langsung
893,265,048,252.84

Il.b Pembentukan dana eadangan

Dikurangi:
Belanja Langsung yang wajlo

dan mengikat serta prioritas

Il.e utama
61,020,290,015.85

Pengeluaran pemblayaan yang
wajib mengikat serta prioritas

Il.d utama
1,500,000,000.00

IOtal ",eneana I-'engeluaran
830,744,758,236.99

II Prioritas I (1I.a+ll.b-ll.e-ll.d)

Sisa kapasitas rill kemampuan
keuangan daerah setelah
menghitung alokasi pengeluaran
prioritas I (I-II) (126,925,939,515.87)

[KenCana a'OKaSI pengeluaran
prioritas II

liLa Belanja Tidak Langsung 948,518,556,392.19

Dikurangi:

Belanja tlOaK lang sung yang
wajib dan mengikat serta 1,075,444,495,908.06

IIl.b prioritas utama
lotal reneana pengeluaran

III prioritas II (1II.a-lIl.b) i
(126,925,939,515.87)

;::,urplus anggaran nil 1f'tau
Berimbang (1-11-111)* i 0.00

Tabe13.14
Rencana penggunaan Kapasitas RiiI Kemampuan keuangan Daerah

Provinsi Gorontalo 2018

Sumber: Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provmsi Gorontalo

Berdasarkan tabel terse but diatas, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun

2018 Provinsi Gorontalo relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan Provinsi lain,

baik secara regional maupun nasional, Namun dalam kerangka pendanaan tersebut

yang paling utama adalah sejauh mana kapasitas riil tersebut mampu menggerakkan

sektor-sektor penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan menggali seluruh

sumber daya yang ada di Provinsi Gorontalo sehingga dapat meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan

berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu

mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi

daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu

mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas

anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai

dengan skala prioritas,

Agar pemanfaatan dana efisien dan efektif, dalam perencanaan anggaran perlu

memperhatikan dua hal yaitu: (1) tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator
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kine~a perlu ditetapkan secara jelas, (2) Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan

beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara efektif.

3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk "menutup defisit" atau "memanfaatkan surplus"

anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai

penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk
memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain

pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar

kembali atau diterima kembali.
Dalam kondisi terjadi surplus maupun defisit sebagai hasil perhitungan total

pendapatan dibandingkan dengan total belanja maka pemerintah akan dihadapkan

pada kebijakan:
1) Untuk memanfaatkan surplus dalam pengeluaran pembiayaan untuk

menghasilkan manfaat yang optimal dan atau
2) Untuk mencarikan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit.

Selanjutnya dalam keadaan surplus kebijakan pengeluaran pembiayaan yang

ditempuh dapat berupa :
1) Pembentukan dana cadangan;
2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

3) Pembayaran pokok utang; dan

4) Pemberian pinjamaan daerah.
Pada situasi defisit maka kebijakan penerimaan pembiayaan yang ditempuh dapat

berupa:
1) Penggunaan silpa;
2) Pencairan dana cadangan;
3) Hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan;

4) Penerimaan pinjaman daerah; dan
5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

I

Berdasarkan hal tersebut maka proyeksi RKPD Tahun 2018 untuk Sisa Lebih
I

Perhitungan Anggaran Tahun Sebelum~ya (SiLPA) sebesar Rpl,131,868,226.43
dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan Tahun 2016 adalah berimbang

atau 0 (nol) akan diuraikan pada Tabel 3.15 berikut.
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Tabe13.15
Proyeksi Pembiayaan Daerah

NO
I RKPD2018

URAIAN I

1 PENDAPATAN 1.840,651,736,418.60

:2 BB..ANJA , 1,840,283,604,645.03

SURPLUS/DEFISIT 368,131,773.57

PEMBlAYAAN DAERAH

1 Penerim aan pem biayaan
1~lsaLermnFerhltunganAnggaranTahunAnggaran

1.1 sebelurrnya (SiLPA) 1,131,868,226.43

1.2 Pencarian dana cadangan

1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1.4 Penerimaan pinjaman daerah

1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1.6
IPenenmaan Kemball Investasl JangKa H3naek Berupa
Deposito

1.7 Penerirraan piutang daerah

Jumlah penerimaan pembiayaan 1,131,868,226.43

2 Pengeluaran pembiayaan

2.1 Pembentukan dana cadangan

2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 1,500,000,000.00

Investasi jangka pendek berupa deposito

2.3 Pembayaran pokok utang

2.4 Pemberian pinjaman daerah

2.5 Penguatan Modal Pemerintah Daerah

Jum lah pengeluaran pem biayaan 1,500,000,000.00

Pem biayaan neto -368,131,773.57

Sisa Lebih/Kurang Pem biayaan Tahun Berkenan 0.00

Sumber: Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Tabel 3.15 tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo

telah berusaha untuk mengurangi Sisa LebihjKurang Pembiayaan Tahun Berkenan

dari tahun ke tahun. upaya yang dilakukan antara laih dengan membuat proyeksi

pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan realisai tahun-tahun sebelumnya

dan dengan melihat potensi yang ada. Pada sisi belanja dilakukan efisiensi dan

efektifitas, tanpa mengabaikan penyerapan belanja daetah.
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BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD periode tahun 2018 - 2022 belum disusun, pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dilakukan pada tanggal 15 Februari tahun 2017, sehingga RKPD tahun 2018

yang akan menjadi bagian dari periode ketiga RPJMD (2018 - 2022) akan mempedomani

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 -

2025. Periode ketiga dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi

Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu Gorontalo Maju Dan Mandiri. Visi ini

pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator

kesuksesan pembangunan yang menjamin tetjadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas

dan berkelanjutan (quality-sustainable growth).

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk

mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang ,memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya

manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang
!

rnemiliki integritas.

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun

masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan

yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam

mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan

keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Untuk itu, sebagai kelanjutan dari periode pembangunan 2012 - 2017 dan sebagai masa

pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan berikutnya,

maka tema pembangunan dalam RKPD 2018 dalam rangka mempersiapkan prioritas

pembangunan sebagai pijakan awal untuk memudahkan kepala daerah terpilih dalam

menjalankan tugas pemerintahan daerah, yaitu:

"Peningkatan Layanan Dasar Yang Berkualitas Dan Pengelolaan Potensi
Ekonomi Daerah Yang Ditunjang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat"

Unsur - unsur tema RKPD2018 adalah :

Peningkatan Layanan Dasar • Pengembangan sector yang masih persoalan utama

Yang Berkualitas Dan daerah, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan,

Pengelolaan Potensi Ekonomi Infrastruktur.

Daerah • Pengembangan sector yang menjadi potensi daerah,

yaitu Pertanian, Perikanan dan kelautan, Kehutanan

• Pengembangan sector jasa untuk peningkatan ekonomi,

Koperasi, UMKM, Industri, Pariwisata yang ditunjang

tenaga ketja yang ber~ompeten

• Konservasi hutan dan lahan, pengembangan sumberdaya
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Pemerataan Pembangunan

Infrastruktur Daerah

Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat

alam dengan memperhatikan kualitas Iingkungan hidup

• Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana

transportasi yang terintegrasi untuk penguatan

konektivitas daerah, mendukung investasi pada Koridor

Ekonomi, Kaw<;lsan industri Khusus, dan pusat-pusat

pertL:mbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi

(pertanian, perikanan, pariwisata);

• Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran

dalam penyelenggaraan transportasi;

• Mempercepat implementasi e-Government diseluruh

instansi pemerintah ~an m\'!ndorong tingkat Iiterasi dan

inovasi TIK di masyarakat;

• Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur

yang berorientasi nasional (jalan, bandara pelabuhan laut

dan penyeberangan, kapal perintis, bus, dan kereta api

ekonomi);

• Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan

kawasan strategis serta Desa tertinggal melalui

pembangunan sarana dan prasarana, seperti:

peningkatan akses jalan, jembatan ke ke pusat

pendidikan, kesehatan dan sentra produksi pertanian dan

perikanan;

• Pembangunan Prasarana Dasar meliputi air minum,

sanitasi, perumahan dan energy ketenagalistrikan

• Peningkatan pelayanan public, keamanan dan ketertiban

daerah

• Mengupayakan peningkatan kesejahteraan social dan

ekonomi yang inklusif untuk mengurangi ketimpangan

pendapatan

• Peningkatan kelestrian budaya dan mendorong

penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat

Amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025 terhadap

RKPD tahun 2018 adalah: 1) mewujudkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan; 2)

mewujudkan sumberdaya manusia yang handal; dan 3) mewujudkan pemerintahan

daerah yang amanah dalam rangka mewujudkan Visi jangka panjang menjadikan

Gorontalo Maju dan Mandiri.

Dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang menjadi daerah yang maju dan mandiri, maka

perlu dibangun struktur perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari
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pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, industri pengolahan dan jasa yang

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing, serta

didukung kualitas iptek yang terus meningkat. Jika ini dapat dilakukan, maka

perekonomian Gorontalo akan dapat tumbuh lebih cepat. Sehingga diharapkan

perekonomian Gorontalo akan tumbuh rata-rata 7 - 8 persen per tahun secara

berkelanjutan.
Untuk mencapai sasaran pembangunan perekonomian seperti tersebut diatas, dibutuhkan

langkah strategis sebagai berikut: Pertama, dibutuhkan sLJatu reformasi yang bersifat

menyeluruh (comprehensive reform) yang meliputi seluruh sektor, baik sektor-sektor

utama perekonomian maupun sektor-sektor lainnya; kedua, dibutuhkan terobosan dan

inovasi di tingkat kebijakan, strategi, dan program-program pembangunan serta

peningkatan kinerja pada tingkat pelaksanaan pembangunan. Untuk itu kinerja aparatur

diharapkan dapat ditingkatkan dengan semangat dan pola pikir (mind set) untuk

menerapkan langkah-Iangkah not business as usual, ketiga, menerapkan prinsip

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan ruang yang

seluas-Iuasnya kepada seluruh masyarakat dalam proses pembangunan dan menjamin

kualitas hasil pembangunan yang semakin meningkat yang dapat dinikmati tidak hanya

untuk generasi sekarang tetapi juga oleh generasi yang akan datang; keempat,

pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergis, baik antarsektor

pembangunan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah

dan masyarakatjswasta. Disamping itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan

perhitungan adalah kondisi perekonomian global, regional maupun nasional, kondisi

geopolitik, geoekonomi dan bonus demografi.

Beberapa sektor pembangunan akan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung

pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang dikelompokkan kedalam lima kelompok

besar yaitu bidang Pemerintahan politik Hukum dan keamanan, bidang pembangunan

ekonomi, bidang pembangunan Kesejahteraan Rakyat, bidang pembangunan Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Wilayah Berbasis Desa. Hal - hal

penting pada kelompok bidang Pemerintahan, politik, dan keamanan yang perlu

mendapatkan prioritas penanganan antara lain adalah (a) Reformasi birokrasi dan tata

kelola pemerintahan; dan (b) yahg sangat penting sebagai landasan pembangunan di

semua bidang adalah stabilitas politik dan keamanan daerah.

Dalam bidang ekonomi, hal - hal penting yang perlu mendapatkan prioritas penanganan
. I

antara lain adalah (a) proses transformasi struktur ekonomi daerah dari kondisi
I

pembangunan ekonomi yang kurang efisieni menjadi lebih efisien dengan peningkatan
,

produktivitas di semua bidang; dari pusa~ pertumbuhan ekonomi yang terpusat di

perkotaan bisa tersebar merata di perdesaan; dari struktur ekonomi yang mengandalkan

pada eksploitasi sumber daya alam menjadi ekonomi yang menghasilkan nilai tambah

tinggi; dari ekonomi berbasis komoditi sektor primer bisa digeser kearah ekonomi jasa dan
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ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi maritim dan lain-lain; (b) isu nasional

terkait dengan ketahanan pangan, energy (ketenagalistrikan) dan ketahanan air juga

harus menjadi perhatian dan prioritas pemb;mgunan, ketiga sektor strategis ini yaitu

pangan, energy dan air di masa yang akan datang akan semakin penting mengingat

kebutuhan yang terus meningkat, sementara ketersediaannya relatif tetap, bahkan

menurun; (c) isu penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis pendukung

sektor pembangunan ekonomi yang perlu menjadi prioritas daerah mengingat rendahnya

daya saing Gorontalo maupun nasional salah satunya ditentukan oleh masalah penyediaan
I

infrastruktur yang kurang memadai; (d) dukungan iptek dan pengembangan inovasi

memegang peranan penting bagi peningkatlm daya saing daerah. Untuk itu, dalam

mewujudkan visi menjadi daerah maju dan mandiri, maka pengembangan iptek dan

inovasi teknologi harus menjadi prioritas dan mendapat perhatian yang serius dengan

dukungan pendanaan yang memadai.

Untuk kelompok bidang kesejahteraan rakyat, difokuskan pada (a) peningkatan kapasitas

dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan daya saing dan

menghadapi era pasar bebas yang dimulai dengan adanya Asean Economic Community

(AEC) yang berlaku mulai akhir tahun 2015; (b) penyediaan lapangan kerja baru dalam

upaya mendayagunakan tenaga kerja produktif yang tersedia karena adanya bonus

demografi; (c) penanggulangan kemiskinan yang sampai saat ini masih cukup tinggi

persentasenya (d) isu pemerataan pendapatan yang selzma beberapa tahun terakhir

memburuk karena kecepatan pertumbuhan pendapatan kelompok berpenghasilan tinggi

dan menengah lebih cepat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan

penduduk miskin; (e) perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan

masyarakat miskin yang sudah dimulai pada RPJMD 2017-2022 salah satunya dengan

program JAMKESTAyang harus terus diperluas dan disempurnakan kualitas pelayanannya.

Dalam kelompok bidang sumber daya alam dan lingkungah hidup difokuskan pada (a)

pengelolaan sumber daya alam yang baik dan ramah Iingkungan yang dapat dimanfaatkan

sebagai bahan baku industri lokal maupun dalam negeri sehingga dapat menciptakan

lapangan kerja baru dan nilai tambahnya dapat lebih besar dinikmati oleh masyarakat.;

(b) mengembangkan potensi pertanian yang selama ini ~elah menjadi prime mover

perekonomian di Gorontalo; (c) mengembangkan potensi wilayah laut Gorontalo yang

luasnya mencapai 50.500 Km2 lebih luas dari wilayah daratannya; Peningkatan kualitas

Iingkungan hidup, konservasi hutan dan pengelolaan bencana.

Kelompok bidang kelima yang akan menjadi prioritas adalah terkait dengan

pengembangan kewilayahan berbasis desa yang mencakup antara lain: (a) pemerataan

pembangunan antar KabupatenjKota; pembangunan wilayah yang dititikberatkan pada

potensi yang ada (b) pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) untuk pelayanan

publik secara merata antardaerah sehingga tujuan agar masyarakat mendapatkan

IV-4
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